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 Skripsi ini membahas tentang konflik dalam masyarakat sebagai dampak dari 
Pilkades di Desa Tallu Banua Utara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui : 1) 
bagaimana dampak resistensi terhadap kehidupan demokrasi lokal di Desa Tallu 
Banua Utara pasca Pilkades Tahun 2017 dan, 2) penanganan resistensi yang terjadi 
pada masyarakat Desa Tallu Banua Utara pasca Pilkades Tahun 2017. 
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dianalisis dengan analisis 
deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, studi 
dokumen-dokumen dengan menggunakan teori demokrasi, strukturasi, otonomi desa 
dan manajemen konflik, penelitian ini dilaksanakan di Desa Tallu Banua Utara 
Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. 
Hasil penelitian ini menunjukkan dampak Pilkades yang mengakibatkan 
resistensi dalam masyarakat, masyarakat melakukan demonstrasi sebagai bentuk 
pengawalan terhadap pemerintah desa dengan demonstrasi tersebut menimbulkan 
polarisasi dan perpecahan dalam masyarakat. selanjutnya pemerintah desa dan 
masyarakat melakukan demonstrasi balasan sebagai bentuk klarifikasi terhadap 
tuntutan demonstrasi oleh kelompok masyarakat. Penanganan yang dilakukan untuk 
menyelesaikan resistensi dalam masyarakat diantaranya tokoh agama melakukan 
pendekatan keagamaan dengan melakukan ceramah dan nasihat. Dan juga pemerintah 
desa dengan tokoh masyarakat menawarkan pemekaran desa. Implikasi; pada tataran 
teoritis diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmiah tentang dampak kontrol 
pemerintahan yang menimbulkan resistensi. Sedangkan dalam tataran implikasi 
praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintahan desa 







A. Latar Belakang 
Weber, menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara demokratis terbesar 
di dunia ketiga,
1
 dalam perspektif Schumpeter, demokrasi Indonesia merupakan 
demokrasi prosedural yang telah mencapai titik sukses yang menggembirakan.
2
 
Melihat pernyataan di atas demokrasi di Indonesia setelah reformasi telah 
memberikan peluang sebesar-besarnya terhadap  masyarakat baik hak kebebasan, 
berpendapat, dan kontrol terhadap pemerintahan. Meskipun demokrasi di Indonesia di 
nilai masih bersifat prosedural atau demokrasi elektrolal.  
Demokrasi bukanlah sekedar persoalan kebebasan (political Liberty). Kajian 
demokrasi tentang jaminan kebebasan ternyata belum menjangkau harapan 
masyarakat. Demokrasi secara lebih fundamental adalah sebagai populer control 
dalam pengelolaan  dalam pemahaman masyarakat, terungkaplah secara jelas bahwa 
yang didambakan masyarakat dari berbagai pelosok negeri dalam berdemokrasi 
adalah kesejahteraan.
3
 Bukan berarti kebebasan dan penghormatan hak dianggap 
tidak penting tetapi jauh dalam demokrasi adalah yang dapat menjamin kesejahteraan 
masyarakat, maka dari itu kontrol terhadap pemerintahan oleh masyarakat adalah 
yang terpenting untuk pengelolaan kesejahteraan. 
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Maka atas nama demokrasi, mayoritas masyarakat di dunia sangat menerima 
gagasan demokrasi yang nantinya menjadikan manusia sebagai makhluk yang 
bermartabat dan berdaulat, walaupun dalam prakteknya masih penuh dengan lika-liku 
demokrasi yang sesungguhnya,
4
 nilai-nilai demokrasi menurut ajaran agama Islam 
sendiri adalah terletak pada sifatnya salah satunya adalah musyawarah, dengan dalil 
pada QS. Ali Imran / 3 : 159. 
 
                             
                        
               
   
Terjemahnya : 
Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati kasar, tentulah 
mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan 
memohonkanlah ampunan terhadap mereka, dan bermusyawaralah dengan 
mereka dalam urusan itu.
5
 Kemudian, apabila engkau telah membulatkan 




Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, yakni dalam urusan 
peperangan dan urusan dunia, bukan urusan syariat atau agama. Kemudian apabila 
engkau telah melakukan hal-hal di atas dan telah membulatkan tekad , melaksanakan 
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hasil musyawarah kamu, maka laksanakan sambil bertawakal kepada Allah.
7
 Ayat 
tersebut memberikan pelajaran kehidupan dunia dengan melakukan permusyawaratan 
sebelum mengambil tindakan selanjutnya ayat ini menjadi penegasan dalam Islam 
untuk melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan dan menyelesaikan 
permasalahan. Sehingga demokrasi yang menjunjung nilai-nilai musyawarah 
menjadikan ayat tersebut sebagai dalih dan legitimasi dalam Islam bahwa demokrasi 
itu sejalan dengan agama Islam, sekaligus menjadi sistem yang dianut dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yaitu sistem permusyawaratan yang tertulis dalam poin 
keempat pada Pancasila. 
Sebagai negara yang baru mengalami tantangan sistem demokrasi meskipun 
sudah berjalan dua dekade tetapi sistem demokrasi ini semakin terpuruk melawan 
tantangan bahkan mengarah pada perdebatan berkepanjangan dan berujung konflik, 
masyarakat menginginkan agar negara hadir untuk menjamin terpenuhinya 
kesejahteraan secara merata dan adil tuntutan inilah yang sebenarnya menjadi esensi 
dari demokrasi.
8
 Meskipun untuk memenuhi kesejahteraan rakyat juga dapat 
terlaksana tidak menggunakan demokrasi misalkan dengan sistem senteralistik dan 
otoritarian negara dapat memberikan kesejahteraan tetapi tidak terdistribusi dengan 
baik.  
Sistem demokrasi juga menghadapi tantangan yang lebih serius yakni 
pemilihan pemimpin yang dipilih secara langsung akan menimbulkan kekecewaan 
dan diskriminasi terhadap kelompok yang gagal dalam pemilihan pemimpin. 
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Pemilihan seorang pemimpin merupakan sebuah keharusan dalam agama Islam, 
pemilihan pemimpin oleh rakyat secara langsung memberikan peluang rakyat untuk 
memilih pemimpin yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin, diharapkan dapat 
memilih pemimpin yang dapat mengemban amanah yang dijelaskan dalam hadis 
sebagai berikut : 
 
 ا َذا :  لَّي اهلل  عليو و سلَّمص اهلل س و ل   ر قَالَ  : قَالَ  َر ضَي اللَّو  عنو  ي رةَ َر ى   ىياَب   عن  
  َكي   قَالَ  ، ةَ  السَّاع ظ ر   فَان ت ة   ان م الَ  ت   ض يِّع
 ا َذا : قَالَ  الّلو عت هايارس و ل   ضا ا 
ن د ل و   َغي    ا َل  اَلم ر   ا س   )9البخاري رواه( ةَ  السَّاع ظ ر   فَان ت اَى 
Artinya:  
Dari Abu Hurairah r.a berkata: Bersabda Rasulullah saw: Jika amanah telah 
diabaikan maka tunggulah saat kehancuran. Para sahabat bertanya, bagaimana 
amanah yang diabaikan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab: Jika suatu 




Hadis di atas menjelaskan bahwa dengan pemilihan pemimpin dalam hal ini 
kepala desa secara langsung tentu memberikan peluang rakyat untuk memilih 
pemimpin yang dapat memegang amanah sebagai pemimpin. 
Perbedaan pilihan dan kesamaan gerak dalam kelompok masyarakat selalu 
menimbulkan perselisihan seiring dengan persaingan di masyarakat yang cenderung 
menyebabkan konflik. Tuntutan untuk memperoleh kesejahteraan dengan 
mementingkan ego kelompok masing-masing. Hal tersebut seharusnya menjadi 
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 Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, 
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sebuah jalan untuk mewujudkan kesejahteraan tetapi malah dianggap gagal karena 
respons terhadap sesuatu perbedaan tersebut tidak dipahami dengan benar.  
Kelompok kecil selalu mewarnai dalam kehidupan bermasyarakat yang sering 
menimbulkan kompetisi atau persaingan antara kelompok, tetapi dalam kelompok 
tersebut sering terjadi resistensi, hal tersebut seharusnya tidak terjadi, dalam 
lingkungan masyarakat muslim tergolong dalam satu umat di harapkan dapat saling 
berintegrasi seperti pada QS. Ali Imran / 3 : 103. 
 
                        
                              
                         
      
 
Terjemahnya : 
Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 
janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika 
kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu 
sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika 
itu) kamu berada di jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. 




Berpegang teguh pada agama Allah saling meluruskan dalam kebaikan dan 
melarang manusia bercerai-berai seperti sebelum Islam datang sehingga dipersatukan 
karena nikmat Allah. Penyebutan nikmat itu merupakan argumentasi memelihara 
persatuan dan kesatuan, nikmat duniawi yang kamu peroleh dan yang telah kamu 
alami dan diakhirat nanti akan memperoleh nikmat juga karena, ketika sebelum Islam 
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datang kamu bermusuh-musuhan sebenarnya kamu berada di tepi neraka dan Islam 
datang menyelamatkanmu dari neraka.
12
 Ayat tersebut memberikan perintah 
membentuk persatuan dan melarang kita saling bercerai-berai dalam satu ikatan yaitu 
agama Islam serta terikat dalam persaudaraan. Resistensi yang timbul dalam 
kelompok masyarakat seharusnya dapat terintegrasi dalam ayat di atas sebagai bentuk 
kepatuhan kita kepada perintah Nabi Muhammad Saw dan melaksanakan perintah 
Allah Swt.  
Ketegangan dalam masyarakat Desa Tallu Banua Utara, sebagai bentuk 
perselisihan masyarakat yang mengarah pada urusan perbedaan pandangan untuk 
membangun masyarakat yang sejahtera yang sesuai dengan perspektif masing-masing 
kelompok sehingga ketegangan tersebut menjadi sebuah bentuk perselisihan paham 
yang mengakibatkan realisasi pembangunan desa sebahagian terbengkalai  
Resistensi masyarakat Desa Tallu Banua Utara terjadi setelah Pilkades pada 
15 Oktober 2017, sebanyak 39 desa di Kabupaten Majene menggelar pemilihan 
kepala desa serentak,  pendistribusian surat panggilan pemilih dilaksanakan pada tiga 
hari sebelum pemungutan suara. Jadwal kampanye dilaksanakan pada 9 Oktober dan 
massa tenang pada 12 Oktober 2017 yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan.
13
 
Demonstrasi yang terjadi pada tahun pertama pemerintahan desa pada periode 
ke dua kepala desa terpilih, dinilai sebagai bentuk pengawasan atau kontrol 
kesejahteraan oleh rakyat, dengan melihat anggaran desa yang memiliki jumlah yang 
besar tentu memerlukan kontrol pemerintahan yang tentunya di pegang oleh 
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masyarakat supaya tidak cenderung dikorupsi demi mewujudkan cita-cita 
diterbitkannya UU Desa, untuk mewujudkan masyarakat kesejahteraan yang mandiri. 
Kontrol terhadap pemerintah desa oleh masyarakat tidak berakhir sampai 
tuntutan tersebut terlaksana, demonstrasi terus dilakukan secara berjilid-jilid sampai 
mendapat respons yang baik dari pemerintah desa dan ditindak lanjut oleh penegak 
hukum, tuntutan masyarakat terus dilakukan sampai terjadi demonstrasi balasan dari 
pemerintahan desa beserta elemen masyarakat untuk menindak tuntutan yang di 
lakukan masyarakat pihak oposisi yang dianggap melakukan tuntutan fiktif yang 
tidak sesuai dengan fakta di lapangan. 
Fenomena demonstrasi yang terjadi antar masyarakat pro-pemerintah dengan 
masyarakat kontra-pemerintah menjadikan resistensi yang mengarah pada konflik di 
masyarakat. Akibatnya kerukunan dalam masyarakat telah hilang berganti dengan 
perpecahan antar masyarakat yang berujung pada tidak harmonisnya kehidupan 
bermasyarakat serta mewujudkan masyarakat kesejahteraan terasa sulit dengan 
timbulnya resistensi dalam masyarakat. 
Pasca Pilkades selesai partisipasi masyarakat terhadap pemerintah desa 
menimbulkan banyak konflik dalam masyarakat antara pro dan kontra pemerintah 
desa. Ketegangan dalam masyarakat yang telah mengakibatkan perpecahan, 
hilangnya keharmonisan dalam rukun tetangga serta kontrol pengelolaan 
pemerintahan desa oleh pihak oposisi menjadi sesuatu kajian menarik untuk diteliti. 
Dengan demikian penulis mengangkat sebuah tema untuk dijadikan topik dalam 
karya tulis skripsi yang berjudul “Kontestasi Pilkades dan Dampaknya Terhadap 






B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus   
1. Fokus penelitian 
Fokus penelitian ini adalah demonstrasi dalam masyarakat sebagai akibat dari 
Pilkades yang mengakibatkan resistensi dalam masyarakat, wujud demokrasi 
substantif yang malah mengakibatkan kegaduhan dalam masyarakat. Adapun poin 
tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Demonstrasi 
b. Resistensi  
2. Deskripsi fokus 
Berikut deskripsi tentang fokus penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 
penjelasan sehingga tidak terjadi salah paham dalam memahami penelitian ini, maka 
penulis mendeskripsikan pengertian dari beberapa variabel yang dianggap penting 
dalam memahami penelitian ini : 
a. Demonstrasi sebagai wujud kontrol pemerintahan desa untuk mengawal 
pemerintahan, diharapkan dapat mewujudkan masyarakat mandiri 
sehingga kontrol di perlukan. 
b.  Resistensi merupakan sebuah keadaan sikap bertahan, berusaha melawan, 
dan menentang atau upaya yang dilakukan oposisi atau Sebuah 
ketegangan yang terjadi dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan 







C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan judul penelitian ini yang berlandaskan pada fenomena penulis 
merumuskan rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana dampak resistensi masyarakat terhadap kehidupan demokrasi 
masyarakat di Desa tallu Banua Uatra pasca Pilkades tahun 2017.? 
2. Bagaimana penanganan resistensi masyarakat Desa Tallu Banua Utara pasca 
Pilkades Tahun 2017.? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Adapun  tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah 
secara eksplisit dan memberikan solusi terkait fenomena judul yang diangkat, serta 
manfaat secara teoritis maupun praktis khusus pada daerah yang diteliti yaitu 
masyarakat Desa Tallu Banua Utara dan kemajuan pemahaman menangani fenomena 
tersebut.    
 
1. Tujuan Penelitian 
a. Mengetahui bagaimana dampak resistensi masyarakat terhadap kehidupan 
demokrasi masyarakat Desa Tallu Banua Utara Pasca Pilkades tahun 2017 
b. Mengetahui penanganan resistensi yang terjadi pada masyarakat Desa Tallu 









2. Manfaat Penelitian 
a. Kegunaan Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam kemajuan 
pengetahuan demokrasi di Indonesia terkhusus pada demokrasi tingkat lokal dalam 
sistem desentralisasi, serta meminimalisir konflik yang akan terjadi disetiap 
pelaksanaan demokrasi yang sering kali muncul akibat perbedaan pilihan. 
b. Kegunaan Praktis 
Setelah hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagi jalan bagi stake 
holder pada pemerintah desa terkhusus pada pemerintah Desa Tallu Banua Utara 
dalam menangani masalah resistensi masyarakat yang ada di desa tersebut. Terutama 
untuk kemajuan dan terlaksananya sistem demokrasi sebagaimana cita-cita 
demokrasi. 
E. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka memberikan pemahaman bagi penulis dalam menyusun 
sebuah tulisan yang terkait dengan penelitian terdahulu tentunya dengan 
menggunakan analisis dan metode masing-masing, dengan demikian penulis 
memberikan beberapa perbandingan mengenai topik penelitian yang sealur oleh 
penelitian sebelumnya sebagai berikut : 
1.“Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di 
Indonesia”. Pilkada langsung akhirnya menggantikan pilkada tidak langsung di 
dasari oleh semangat pemberdayaan masyarakat dalam berpartisipasi memilih kepala 
daerah secara lebih demokratis. Selain partisipasi terdapat unsur penting lainnya yang 





tersebut dapat menentukan proses pilkada secara lebih substantif dari pada sekedar 
prosedur demokrasi lokal.  
Tulisan ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisa data partisipasi 
dan responsivitas pilkada sebagai variabel penting dalam demokrasi lokal. Partisipasi 
masyarakat dalam pilkada memang tidak setinggi partisipasi dalam pemilu dimasa 
Orde Baru. Namun begitu partisipasinya bersifat substantif karena disertai penilaian 
terhadap kadar responsivitas pemimpin lokal. Petahana yang sukses menjalankan 
responsivitas lokal akan mendapat akses lanjutan dalam mewujudkan kemenangan 
pilkada berikutnya. 
Sebaliknya, petahana yang gagal dalam melaksanakan responsivitas akan 
memperoleh kekalahan. Kemenangan dan kekalahan petahana dalam pilkada dapat 
dinyatakan bahwa keterkaitan partisipasi dan responsivitas menjadi amat penting 
dalam proses demokrasi lokal secara menyeluruh.
14
 
Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji dampak dari demokrasi lokal dalam 
hal ini Pilkades yaitu partisipasi masyarakat dalam mengawal pemerintahan desa, 
penelitian di atas mengkaji mengenai respons masyarakat sedangkan penelitian ini 
mengkaji mengenai partisipasi masayarakat yaitu berupa aksi demonstrasi. 
2. “Dinamika Demokrasi di Indonesia Masa Orde Lama : Studi Kasus Antara 
Sukarno Versus Masyumi”. Konflik yang terjadi antara presiden Sukarno dengan  
Partai Masyumi menunjukkan peningkatan dari satu periode ke periode berikutnya. 
Intensitas konflik itu semakin keras sejak keluarnya konsepsi presiden, dan 
puncaknya pada demokrasi terpimpin. Hampir setiap pernyataan dan kebijakan 
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Sukarno selalu ditanggapi dan ditentang oleh Partai Masyumi, begitu juga sebaliknya 
Sukarno menilai itu sebagai bentuk kritikan, pembangkangan dan perlawanan.  
Adanya penilaian negatif dari masing-masing pihak, dan tidak berujungnya 
konflik di antara kedua belah pihak maka semakin memperburuk hubungan antara 
Sukarno dan Masyumi, Masyumi menilai Sukarno mengabaikan asas-asas demokrasi, 
dan Sukarno menilai Masyumi adalah musuh Demokrasi Terpimpin. Pertarungan 
antara Masyumi yang melandaskan sikap dan tindakannya atas dasar demokrasi 
konstitusional harus berakhir dengan kebijakan dan keputusan Sukarno untuk 
membubarkan Masyumi atas nama Demokrasi Terpimpin.
15
 
Penelitian di atas mengkaji tentang pertarungan partai Masyumi dan Sukarno 
yang mengkaji tentang demokratisasi pemerintah demokrasi terpimpin, sedangkan 
penelitian ini mencoba mengkaji sistem demokrasi yang terjadi dalam pilkades yaitu 
demokrasi lokal yang mengakibatkan kegaduhan dalam masyarakat. 
3. Peta Kekuatan-Kekuatan Politik Lokal di Desa dalam Pelaksanaan 
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di 
Gresik merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 revisi 
Undang-Undang Nomor. 22 tahun 1999 yang di mana terdapat bentuk pelimpahan 
tanggung jawab, wewenang dan sumber-sumber daya dari pemerintah pusat ke level 
pemerintah daerah untuk membawa pengaruh perubahan terhadap politik. Para calon 
kepala desa merangkul kekuatan kekuatan politik lokal yang mempunyai pengaruh 
besar di desa untuk mempengaruhi dan memperoleh dukungan massa. Para calon 
kepala desa pun membentuk tim sukses dan melakukan segala cara agar memperoleh 
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kemenangan, serta bagaimana dampak yang terjadi oleh interaksi antara kekuatan 
politik terhadap integrasi massa terhadap proses-proses pemilihan kepala desa. 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 
dengan analisis data deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan data tentang 
fenomena pemilihan kepala desa tersebut. Sedangkan teori-teori yang digunakan 
adalah teori kekuatan, teori kekuasaan, teori konflik, dan teori integrasi. 
Hasil penelitian dan teknik penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
dalam Pemilihan Kepal Desa, pengaruh materi sangat besar atau lebih menonjol dari 
pada faktor figur dalam kemenangan seorang kepala desa sedangkan faktor 
pendidikan kurang diperhatikan. Peta kekuatan yaitu adanya kekuatan-kekuatan 
politik lokal yang berpengaruh saling berkoalisi. Berkonflik, berkolaborasi, untuk 
memperoleh dukungan massa sehingga memperoleh kemenangan dalam pemilihan 
kepala desa. kekuatan-kekuatan politik tersebut adalah kelompok-kelompok 
kepentingan dari sektor agama, pemuda ibu-ibu, kader partai, dan orang-orang yang 
mempunyai kekuasaan baik formal maupun nonformal. Sedangkan integrasi massa 
antar pendukung yakni bagaimana hubungan antar massa yang satu dengan massa 
yang lain setelah pemilihan kepala desa. Hubungannya seperti biasa dan baik, atau 
tetap memanas walaupun pemilihan kepala desa telah selesai.
16
  
Penelitian ini menjelaskan dampak otonomi daerah terkhusus pada 
kemunculan kekuatan-kekuatan politik lokal ditingkat desa, sehingga timbul 
persaingan antara elit-elit lokal yang menyebabkan konflik akibat perebutan kursi 
kepala desa, fokus penelitian ini pada konflik antar elit politik lokan untuk 
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memperoleh dukungan dari masyarakat pada Pilkades. Bentuk konflik tersebut adalah 
sebuah dampak dari otonomi yang menjadi pokok penelitian ini. sedangkan dalam 
penelitian ini mengkaji dampak Pilkades sebagai wujud Otodes pelimpahan 
wewenang kepada pemerintahan desa yang justru mengakibatkan kekacauan dalam 
masyarakat. 
4. Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa 
Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tujuan 
penelitian ini adalah, pertama, mengetahui sistem Pemilihan Kepala Desa Tidung 
Pale dalam rangka mengakomodasi prinsip-prinsip demokrasi, kedua, mengetahui apa 
saja kendala-kendala yang menghambat serta pendorong dalam implementasi Prinsip-
prinsip demokrasi terhadap Pemilihan Kepala Desa Tidung Pale menurut Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. 
Proses penelitian ini  dilakukan melalui penelitian normatif empiris, data yang 
dipergunakan pun adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya data hasil 
penelitian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif disesuaikan dengan rumusan 
permasalahan dalam penelitian ini dan didasarkan pada kerangka teori yang telah 
disusun. Proses analisis dilakukan dengan terlebih dahulu mengklasifikasikan data 
melalui inventarisasi berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 Tentang Desa dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan 
permasalahan penelitian serta selanjutnya dikomparasikan dengan data empiris dan 
teori yang relevan dengan objek yang diteliti. Langkah berikutnya adalah 
mensistemanisasi data yang terklasifikasi yang kemudian menjadi dasar dalam 





Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama, prinsip dasar demokrasi yang 
diatur UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah memposisikan masyarakat desa sebagai 
subjek penyelenggaraan pemerintahan desa dan berkarakter deliberatif atau 
permusyawaratan. Kedua, sistem pemilihan Kepala Desa Tideng Pale telah secara 
umum mengimplementasikan sistem pemilihan kepala desa sebagaimana diatur UU 
Nomor 6 Tahun 2014 dan telah mengakomodasi prinsip-prinsip demokrasi yang 
diturunkan dari prinsip dasar demokrasi yang diatur UU Nomor 6 Tahun 2014. 
Ketiga, faktor pendorong utama pengimplementasian prinsip-prinsip demokrasi 
dalam sistem Pemilihan Kepala Desa Tideng Pale adalah dukungan yang bersumber 
dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkomitmen terhadap prinsip 
demokrasi, terutama yang berasal dari tingkat desa itu sendiri. Selanjutnya, faktor 
penghambat utama berasal dari kondisi objek Desa Tideng Pale yang memiliki 




Dalam penelitian ini menjadikan Pilkades sebagai sumber resistensi dalam 
masyarakat, sedangkan penelitian di atas mencoba mengguji UU No 6 tahun 2014 
sebagai pelaksanaan prinsip dasar demokratis, terlihat persamaan dalam realisasi 
demokrasi lokal di tingkat desa dalam hal ini pelaksanaan otodes. 
5. Politik Lokal di Tingkat Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah No72 Tahun 2015 Tentang Desa dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa 
Minton Tahun 2013 Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Propinsi 
Maluku Utara). Dalam sistem pemilihan kepala desa tak terlepas dari dinamika dalam 
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perkembangan politik lokal di tingkat desa. Dalam pemilihan kepala desa turut terjadi 
perebutan kekuasaan seperti yang lazim terjadi dalam setiap peraturan pemilihan 
kepala desa di Indonesia. Para calon-calon kepala desa melakukan berbagai cara 
dalam proses pemilihan kepala desa agar dapat memenangkan pemilihan dan 
mendapatkan kekuasaan di tingkat desa. Kekuasaan selalu ada dalam setiap prosedur 
politik yang merupakan salah satu tujuan dari setiap pemilihan kepala desa sehingga 
dalam penelitian ini dirasa masih banyak masalah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan peraturan 
pemerintah nomor 72 tahun 2015 tentang desa dalam pemilihan kepala desa di Desa 
Minton Tahun 2013 Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulai Taliabu Propinsi 
Maluku Utara. Sedangkan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep 
politik lokal, konsep sistem demokrasi desa dan konsep pilkades. Sedangkan metode 
yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan adanya kecurangan 
sejak berlangsungnya Pemilihan Kepala Desa Minton Tahun 2013 secara langsung 
seperti di antaranya : seperti dari pihak panitia meloloskan berkas salah satu kandidat 
calon kepala desa walaupun sebenarnya tidak lengkap untuk ikut sertakan dalam 
pencalonan kepala desa, adanya kampanye hitam, adanya kampanye Money politik, 
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Perbedaan mendasar dalam dari kelima penelitian di atas adalah bahwa 
penelitian ini mengkaji kasus pemilihan kepala desa dalam bingkai dinamika 
demokrasi yang berfokus pada fenomena resisitensi yang terjadi pada masyarakat 
Desa Tallu Banua Utara setelah pemilihan kepala desa. Dinamika demokrasi yang 
terjadi di tingkat desa dengan memberikan peluang kepada masyarakat desa untuk 
mengembangkan daerah mereka dalam bingkai demokrasi tetapi yang terjadi masih 
banyak yang belum sesuai dengan esensi demokrasi. 
Fenomena yang terjadi di Desa Tallu Banua Utara yang membuat masyarakat 
desa hidup tidak lagi harmonis setelah pemilihan kepala desa, sehingga dalam 
penelitian ini yang menjadi permasalahan penting adalah mengkaji tentang nilai-nilai 
demokrasi yang terjadi di masyarakat Desa Tallu Banua Utara. Perubahan sosial 
masyarakat dan pemerintah desa yang terjadi setelah pemilihan kepala desa juga 
menjadi fokus dari penelitian ini karena perubahan ini merupakan dampak dari 
dinamika demokrasi yang terjadi setelah pemilihan kepala desa. 
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B AB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Landasan Teori 
1. Demokrasi 
Demokrasi merupakan pemerintahan oleh semua untuk kepentingan publik, 
yaitu pengelolaan negara dengan dialog dan pengambilan suara. Perbedaan pendapat 
perselisihan dalam masyarakat, perselisihan antara masyarakat dengan negara, dan 
pergantian pejabat negara, diselesaikan dengan damai. Semua persoalan diselesaikan 
dengan damai, melalui berbagi cara seperti debat publik, diskusi, kompromi, dan 
voting. Kata akhir tetap berada di tangan rakyat, pembuat negara, pemegang 
kedaulatan negara. Pejabat negara harus terus menerus mengingat bahwa keberadaan 
mereka adalah atas persetujuan dan biaya dari rakyat. Pejabat negara harus terus 




Demokrasi adalah sebuah alasan rakyat untuk memperbaiki tatanan kehidupan 
menuju masyarakat yang sejahtera, sekaligus menjadi cara dan tujuan untuk sejahtera. 
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a. Teori Demokrasi Klasik 
Demokrasi menghendaki adanya kehendak rakyat (the will) of the people, 
kebaikan bersama dengan kebajikan publik (the Common good). Artinya demokrasi 
dilihat dari sumber dan tujuan yang diharapkan.
20
 
b. Teori Demokrasi Prosedural 
Demokrasi prosedural adalah sebuah teori proses politik yang menekankan 
dan mengutamakan proses atau prosedur yang sudah menjadi kesepakatan dalam 
konstitusi, di mana  mereka memfokuskan inti dari demokrasi adalah membangun 
atau memfokuskan pergantian kekuasaan harus melalui prosedur politik atau 
mekanisme politik yang sudah ditetapkannya.
21
 Dasar dari demokrasi ini adalah 
kompetisi, partisipasi politik, dan kebebasan sipil dan politik. 
c. Teori Demokrasi Substantivist 
Teori demokrasi ini lebih dikenal dengan demokrasi substansi ; jiwa, kultur 
dan ideologi demokrasi yang mewarnai pengorganisasian internal partai politik, 
lembaga pemerintahan, serta perkumpulan-perkumpulan kemasyarakatan
22
 
d. Teori Demokrasi Sosial 
Konsep demokrasi sosial adalah kritik dari kelompok sosial kiri yaitu  
Kapitalisme-liberal, terutama dari kelompok Marxian menganggap bahwa demokrasi 
politik sudah sedikit melenceng dari nilai-nilai sosial. marxian tersebut menginginkan 
demokrasi yang tidak sekedar menekankan pada soal demokrasi-liberal atau tekanan 
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Penelitian ini menggunakan teori demokrasi untuk menjelaskan fenomena 
demokrasi yang terjadi pada masyarakat Desa Tallu Banua Utara dan menjelaskan 
pola-gejala, pemahaman demokrasi dalam masyarakat untuk mengetahui tingkat 
pemahaman masyarakat terhadap sistem demokrasi. 
2. Strukturasi  
Menurut teori Strukturasi, domain dasar kajian ilmu-ilmu sosial bukan hanya 
pengalaman setiap aktor atau keberadaan setiap bentuk totalitas kemasyarakatan 
tetapi setiap gejala-praktik sosial yang terjadi disetiap lingkungan masyarakat.
24
 
Maksudnya setiap aktivitas-aktivitas manusia diharuskan beradaptasi untuk mengenal 
setiap pola kehidupan yang terekspresikan dalam aktivitas setiap orang. 
Inti dari teori Strukturasi adalah konsep-konsep berupa “struktur” ,”sistem” 
dan “dualitas struktur”. Gagasan tentang struktur atau („struktur sosial‟) tentu saja 
sangat menonjol karya-karya dari kebanyakan penulis fungsionalis dan telah menjadi 
identik dengan tradisi “strukturalisme”. Akan tetapi, gagasan ini belum 
terkonseptualisasikan dengan sangat baik sesuai dengan tuntutan-tuntutan teori 
sosial.
25
 Inti konseptual teori Strukturasi terletak pada pemikiran tentang agen,  
struktur, sistem, dan dualitas.  
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Agen dan tindakan, individu adalah agen yang memiliki pengetahuan banyak 
(knowledgeable agen) dan kemampuan memahami tindakannya sendiri. Mereka 
bukan lapisan budaya atau para penopang hubungan sosial belaka, akan tetapi mereka 




Struktur dan dualitas struktur, tujuan teori Teori strukturasi menjelaskan 
hubungan dialektika dan saling pengaruh mempengaruhi antara agen dan struktur. 
Dengan demikian, agen dan struktur tidak bisa dipahami satu sama lain dengan 
terpisah agen  dan struktur saling menjalin tanpa terpisahkan dalam praktik atau 
aktivitas manusia. Mereka adalah dualitas.
27
 Struktur merupakan sebuah aturan yang 
terbentuk dari tatanan sosial, sedangkan agen hadir sebagai aktor yang menjalankan 
sebuah aturan, jadi sistem atau struktur akan terbentuk oleh tatanan dari pada agen 
yang bisa saja mengalami perubahan sistem dari pengaruh agen. Aktivitas manusia 
bukanlah hasil sekali jadi oleh aktor sosial, tetapi secara terus menerus mereka 
ciptakan ulang melalui suatu cara, dan dengan cara itu juga mereka menyatakan diri 
mereka sendiri sebagai aktor. 
Menurut Giddens, struktur hanya ada di dalam dan melalui aktivitas agen. Dia 
tak menyangkal fakta bahwa struktur dapat memaksa atau mengendalikan tindakan, 
namun struktur sosial ini dekat dengan konsep sistem sosial. Giddens mendefenisikan 
sistem sosial sebagai praktik sosial yang dikembangbiakkan, artinya struktur dapat 
terlihat dalam bentuk praktik sosial yang reproduksi. Jadi struktur muncul dalam 
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sistem sosial dan menjelma dalam ingatan agen yang memiliki pengetahuan yang 
banyak tentang praktik sosial tersebut. 
Teori strukturasi digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan praktik 
sisoal yaitu demonstrasi yang terjadi pada masyarakat Desa Tallu Banua Utara yang 
menyebabkan resistensi dalam masyarakat, dan menjelaskan hubungan antara setiap 
orang (agen) yang melakukan demonstrasi terhadap pengaruh reaksi yang terjadi 
dalam pemerintahan desa (struktur). 
3. Otonomi Desa 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah telah 
mengubah paradigma sentralisasi pemerintahan ke arah desentralisasi dengan 
pembinaan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab kepada daerah.
28
 
Perubahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah tersebut berimplikasi pada 
perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang menjadi wadahnya antara lain : 
Kewenangan, Kelembagaan, Penataan personil dan Pembinaan dan pengawasan. 
Proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem dekonsentrasi disebut 
pemerintahan daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan 
pemerintahan kepada pemerintahan daerah yang bersifat operasional dalam rangka 
sistem birokrasi pemerintah. Tujuan otonomi daerah adalah untuk mencapai 
efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.
29
 Pelimpahan 
wewenang kelembagaan kepada daerah tersebut sebagai bentuk kritik terhadap sistem 
sentralisasi demi tercapainya masyarakat yang terurus oleh pemerintah. 
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Pemerintahan desa dipilih langsung oleh masyarakat desa dengan perolehan 
suara tertinggi maka akan ditetapkan sebagai kepala desa yang akan memperoleh 
kedudukan yang akan menjalankan pemerintahan desa, pemerintah desa sepenuhnya 
independen yang diatur menurut UU No.  Tahun 2014 dan PP No. 43 tahun 2014. 
Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibentuk 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya 
yang berkembang di desa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga 
pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seperti dalam pembuatan dan 
pelaksanaan pemerintah desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan 
kepala desa, dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra 
pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
30
 
Otonomi desa sebagai bentuk demokrasi dalam bentuk sistem desentralisasi 
dengan memberikan wewenang seluas-luasnya kepada pemerintah desa mengurus 
pemerintahan sendiri, keuangan desa, kemandirian masyarakat desa memberikan 
otonomi khusus kepada desa adat yang telah diatur dalam UU desa. Pelaksanaan 
pemerintahan desa dengan wewenang dan kebebasan otonomi untuk mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat yang lebih muda bila diatur oleh pemerintah desa.  
Penelitian ini menggunakan otonomi desa sebagai alat analisis untuk 
mengetahui sejauh mana pemerintah desa menjalankan perannya terutama upaya 
untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera serta peningkatan pembangunan desa. 
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4. Manajemen Konflik 
Manajemen konflik merupakan cara dan upaya yang dilakukan untuk 
meredam atau menangani sebuah konflik, biasanya konflik yang terjadi antara 
individu maupun kelompok yang dapat melerai konflik tersebut adalah pihak yang 
sadar maupun yang di luar individu atau kelompok yang berseteru, karena konflik 
terjadi karena kepentingan yang saling memiliki klaim yang paling benar sehingga 
konflik biasanya tak terhindarkan. 
Konflik adalah perselisihan, adanya ketegangan atau munculnya kesulitan-
kesulitan lain di antara kedua belah pihak atau lebih.
31
 Konflik terjadi adalah sebuah 
keharusan dalam kehidupan sosial karena tanpa konflik  kehidupan masyarakat akan 
diam saja, konflik bisa berupa motivasi atau ajang kompetisi bagi yang sedang 
berkonflik sehingga konflik menjadi sebuah hal positif ketika konflik tersebut dapat 
dikelola dengan baik. 
Menurut James A F, Stoner dan Carles Wankel di kenal ada 5 jenis konflik 
sebagai berikut : 
a. Konflik Intrapersonal, konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik ini 
terjadi jika seseorang di waktu yang bersamaan memiliki keinginan lebih dari 
satu yang tidak memungkinkan di penuhi sekaligus. 
b. Konflik Interpersonal, pertentangan dengan seseorang dengan orang lain karena 
pertentangan kepentingan atau keinginan. 
                                                             
31
Sumaryanto, Manajemen Konflik Sebagai Salah Satu Solusi dalam Pemecahan Masalah, 




c. Konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok hal ini sering kali 
berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai 
konformitas, yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok kerja mereka. 
d. Konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama, merupakan tipe konflik 
yang banyak terjadi di organisasi. 
e. Konflik antar organisasi, konflik seperti ini biasa berupa persaingan.32 
Jenis konflik yang telah di paparkan di atas kemudian ada proses konflik, 
yaitu sebuah keadaan di mana sebuah konflik terjadi, baik berupa ketegangan 
persaingan, kontaradiksi dan kalaim yang ada, merujuk pada penyelesaian konflik. 
Ada beberapa pendekatan untuk mengelola konflik yaitu sebagai berikut : 
a. Problem Sloving, pendekatan ini juga disebut sebagai win-win solition. Dalam 
model ini, para pelaku bertemu untuk mendiskusikan permasalahan dan isu-isu 
yang berkaitan dengan konflik. Tujuannya adalah untuk mengitegrasi kebutuhan-
kebutuhan dari masing-masing kelompok. Konflik dijadikan sebagai masalah 
bersama dan kedua pihak harus berusaha mencari solusi yang kreatif. Pendekatan 
ini, dapat digunakan jika: kedua kelompok yang bertikai saling memiliki tingkat 
kepercayaan satu dengan yang lainnya. kedua pihak memiliki komitmen yang 
tinggi untuk menyelesaikan konflik, serta bila investasi dalam organisasi sangat 
bernilai tinggi.  
b. Superordinate Goals. Pengalihan pada tujuan yang lebih tinggi dapat menjadi 
metode pengurangan konflik yang efektif. Dengan cara mengalihkan perhatian 
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pihakppihak yang terlibat dari tujuan mereka yang berbeda menjadi tujuan 
bersama pada tingkat yang lebih tinggi.  
c. Expansion of Resources. Apabila konflik muncul karena kelangkaan sumber daya, 
maka untuk memecahkan masalah, diperlukan upaya perluasan sumber daya. 
Namun, sumber daya organisasi yang terbatas, tidak mudah juga diperluas. 
Avoidance. Manajer melakukan penghindaran, seolah-olah tidak ada konflik. 
Tujuan untuk mengulur waktu dan menunda, menunggu lebih banyak informasi 
guna mengambil tindakan yang tepat. 
d. Smoothing. Teknik ini menekankan kepentingan bersama common interest dan 
tujuan bersama common goal. Tugas manajer untuk berupaya memperkecil 
perbedaan diantara kedua belah pihak yang bertikai. menitikberatkan bahwa jika 
tidak bekerja sama maka tujuan organisasi akan terhambat dan jangan sampai 
berpihak kepada satu kelompok.  
e. Compromise. Metode ini merupakan pendekatan tradisional, di mana dalam 
menyelesaikan konflik menggunakan pendekatan tidak ada yang menang atau 
yang kalah. sebab masing-masing kelompok memberikan konsesi dan 
pengorbanan untuk saling memuaskan.  
f. Authoritative Command. Dasar pendekatanya adalah eksekutif mempunyai 
wewenang untuk memaksa bawahannya menghentikan konflik. Pendekatan ini 
sering tidak menjawab isu utama. Saat itu konflik teratasi, tapi sewaktu-waktu bisa 
saja muncul.  
g. lntergroup Training. Kelompok yang bertikai diminta mengikuti 
seminar/lokakarya di luar tempat kerja dengan fasilitator (tanpa diketahui) yang 




memperbaiki sikap dan hubungan. Jenis intervensi ini relatif butuh waktu dan 
biaya besar. serta perlu fasilitator yang terampil.  
h. Third Party Mediation. Teknik ini menggunakan seorang konsultan sebagai pihak 




Manajemen konflik dalam penelitian ini dijadikan sebagai teori untuk 
menjelaskan resistensi yang terjadi pada masyarakat Desa Tallu Banua Utara 
sekaligus mencoba memberikan Alternatif untuk meminimalisir terjadinya konflik 
pada masyarakat. 
B. Kerangka Konseptual 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang berusaha untuk 
menemukan kebenaran, sejalan dengan definisi tersebut, Krik dan Miller, 
mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu 
pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada 
manusia baik dalam kawasan maupun dalam peristilahannya.
34
 Denzin dan Lincol 
penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan 
maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan 
berbagai metode yang ada.
35
 Dari defenisi di atas dapat dipahami bahwa metode 
penelitian kualitatif dengan pola deskriptif yang dilakukan, dengan maksud tersebut 
peneliti sebagai instrumen penelitian mengumpulkan data di lapangan dan 
mengolahnya secara tepat dan sesuai kerangka pikir yang dibangun. 
2. Lokasi Penelitian 
Topik penelitian ini tentang dinamika demokrasi yang mengakibatkan 
terjadinya resistensi hingga konflik di Desa Tallu Banua Utara, sehingga lokasi 
penelitian ini dilaksanakan di Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana 
Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. 
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B. Sumber Data 
1.  Sumber Data Primer 
Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan di lapangan yang 
diperoleh secara langsung oleh instrumen peneliti dengan metode wawancara dan 
observasi dari beberapa informan berikut unsur calon informan yang akan di 
wawancarai di lapangan: 
a. Pemerintah desa, pemerintah desa dimasukkan dalam unsur penelitian ini adalah 
untuk memperoleh data tentang desa, hasil Pilkades dari BPD, unsur 
pemerintahan yang hendak dimintai informasi adalah aparat desa, ketua BPD,  
kepala dusun, camat sendana dan kepala desa. 
b. Tokoh masyarakat, fenomena yang terjadi pemerannya adalah para tokoh 
masyarakat, dianggap paham banyak dengan kondisi lingkungan Desa Tallu 
Banua Utara, sehingga dijadikan unsur penting dalam penelitian ini, tokoh 
masyarakat yang akan diminta informasi adalah calon kepala desa yang 
berseteru, masing-masing tokoh pendukung calon kepala desa. 
c. Tokoh pemuda, unsur yang juga penting untuk mendapatkan informasi adalah 
pemuda, oleh sebab demonstrasi yang terjadi digerakkan oleh sebahagian besar 
anak muda yang berpengaruh, narasumber pemuda yang akan dimintai informasi 
adalah pemuda yang mendukung kepala desa dan pemuda yang menggerakkan 
aksi demonstrasi sekaligus sebagai lawan politik kepala desa pada pemilihan 
kepala desa tahun 2017. 
2. Sumber Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh instrumen 




desa, dokumen hasil Pemilihan Kepala Desa, dokumen dari peristiwa demonstrasi,  
Undang-Undang yang terkait, buku serta sumber data yang dapat mendukung 
penelitian ini.  
C. Teknik Pengumpulan Data 
Langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian 
pengumpulan informasi melalui, observasi dan wawancara, baik yang terstruktur 
ataupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokohl 
untuk merekam/mencatat informasi. 
1. Observasi Kualitatif (qualitatife observation) 
Observasi ini adalah ketika peneliti turun langsung kelapangan untuk 
mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam 
pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat baik dengan cara terstruktur maupun 
semistruktur (misalnya, mengajukan pertanyaan yang ingin diketahui oleh peneliti) 
aktivitas-aktifitas di lokasi penelitian. Peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam 
peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non-partisipan hingga partisipan utuh. 
Observasi ini bersifat open-ended di mana peneliti mengajukan pertanyaan-




Penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengamat dengan mengamati objek di 
lapangan untuk mengamati objek kajian penelitian dan perilaku-perilaku aktor yang 
ada di lokasi penelitian (Desa Tallu Banua Utara), serta menjelajahi wilayah desa 
untuk mengamati langsung kondisi masyarakat, dan peneliti juga dapat memberikan 
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pertanyaan yang bersifat umum kepada masyarakat terbuka terkait kondisi mereka, 
sehingga memungkinkan peneliti mendapatkan data dari masyarakat dari hasil 
observasi. 
2. Wawancara kualitatif (qualitatife interview) 
Wawancara adalah bentuk adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti 
dan informan. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan 
tatap buka, sehingga gerak dan mimik informan merupakan pola media yang 
melengkapi kata-kata secara verbal. Karena itu  wawancara tidak hanya menangkap 
pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, 
motif, yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.
37
 
Wawancara ini peneliti melakukan face-to-face interview dengan partisipan. 
Wawancara seperti itu memerlukan pertanyaan yang tidak terstruktur dan bersifat 
terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para 
partisipan.
38
 Wawancara dilakukan dengan bertemu langsung dengan informan di 
kediaman atau di tempat yang dianggap dapat membuat informan fokus pada 
pertanyaan dan memberikan jawaban yang kredibel. 
Pengambilan data dengan metode wawancara peneliti berada pada lokasi 
penelitian di Desa Tallu Banua Utara dan melakukan proses wawancara dengan para 
informan, yaitu : Pemerintah Desa Tallu Banua Utara, tokoh masyarakat, tokoh 
agama, dan tokoh pemuda, data informan terlampir. Peneliti melakukan wawancara 
dengan mereka untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kajian penelitian. Teknik 
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wawancara yang digunakan yaitu wawancara mendalam dengan mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penelitian kepada informan, dan informan 
memberikan jawaban secara bebas tanpa terikat dengan pola tertentu.  
3. Dokumentasi kualitatif  
Dokumentasi pengumpulan bukti mengenai topik penelitian serta keterangan  
seperti gambar, kutipan, koran, dan bahan referensi lainnya yang mendukung 
penelitian. Dokumentasi penelitian juga berguna untuk memperkuat dan sebagai bukti 
keabsahan data yang diperoleh oleh peneliti. 
D.  Instrument Penelitian 
Penelitian ini yang menjadi instrumennya adalah penulis sendiri, peneliti 
dilapangan bertindak sebagai observator, sebagai objek berbaur dengan masyarakat 
dan bertindak sebagai orang asing. Manusia sebagai human instrumen,  berfungsi 
untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, 
melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data 
dan membuat kesimpulan atas temuan di lapangan.
39
 
E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 
Pengelolaan data yang digunakan menggunakan analisis data kualitatif karena 
penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif, analisis data kualitatif adalah 
upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 
memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari, dan menemukan 
pola, menemukan apa yang penting dari apa yang dipelajari, dan memutuskan apa 
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yang dapat diceritakan kepada orang lain.
40
 Teknik analisis data kualitatif yang 
digunakan sebagai berikut : 
1. Reduksi  data (data reduction) 
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka  
data perlu di catat secara terperinci dan teliti, karena banyaknya  data yang ditemukan 
di lapangan sehingga perlu melakukan analisis data dengan teknik reduksi data.
41
 
2. Penyajian data (data display) 
Data yang telah direduksi, selanjutnya dilakukan proses display data, metode 
penelitian kualitatif penyajian data dapat dilalukan dengan bentuk uraian singkat, 
bagan, hubungan antar kategori, dengan men-display data, maka akan memudahkan 




3. Menarik kesimpulan atau verifikasi (Conclution Drawing/Verification) 
Langkah selanjutnya yaitu analisis data kualitatif menurut Milles dan 
Huberman kesimpulan dan verifikasi adalah kesimpulan awal yang masih bersifat 
sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung 
pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 
dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten 
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saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 
dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
43
 
F. Pengujian Keabsahan Data 
Pengujian keabsahan data menggunakan metode triangulasi data yaitu dengan 
mencocokkan data yang telah didapat di lapangan dengan melakukan observasi, 
wawancara dan dokumen atau bentuk data tertulis, kemudian dianalisis sehingga 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penjelasan objek lokasi penelitian pada penelitian ini dibahas lebih awal untuk 
mengetahui objek terlebih dahulu sebelum mengkaji lebih jauh permasalahan yang 
diangkat dalam tulisan ini, meliputi: profil desa, kontestasi pilkades tahun 2017 
hingga pada fokus permasalahan tentang resistensi yang terjadi pada masyarakat Desa 
Tallu Banua Utara. Pembahasan tersebut dianggap relevan dengan kajian yang dikaji 
dalam tulisan ini. 
A. Profil Desa Tallu Banua Utara 
Profil desa yang dipaparkan dalam tulisan ini adalah penjelasan tentang 
gambaran desa yang dianggap sangat dibutuhkan untuk dapat memahami dan 
menganalisis permasalahan dalam tulisan ini yang meliputi jejak historis, keadaan 
penduduk tingkat pendidikan masyarakat di Desa Tallu Banua Utara. 
1. Jejak Historis Tallu Banua Utara Sebagai Desa Baru 
Desa Tallu Banua Utara merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sendana 
Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Desa ini resmi berdiri sebagai satu desa 
sejak tahun 2010 dan secara struktur memiliki pemerintahan desa yang independen 
pada Desember 2011. Desa Tallu Banua Utara sendiri merupakan desa pemekaran 




ini merupakan desa yang besar yang terdiri dari 5 dusun yaitu Dusun Poniang, Dusun 
Palla-Pallang, Dusun Parassangan, dan  Dusun Limboro. 
Sejak tahun 2010 Desa Tallu Banua resmi memekarkan diri menjadi 3 desa 
yaitu Desa Tallu Banua, Desa Tallu Banua Utara, dan Desa Limboro.
44
 Desa Tallu 
Banua sendiri merupakan desa induk yang mencakup Dusun Poniang, sedangkan 
Desa Limboro mencakup Dusun Limboro dan Desa Tallu Banua Utara sendiri 
mencakup tiga dusun yaitu Dusun Palla-Pallang, Dusun Parassangan, dan Dusun 
Tullu Bulang. Pembahagian wilayah tersebut sesuai kesepakatan masyarakat saat 
musyawarah pemekaran desa. 
Namun secara hukum kekerabatan Desa Tallu Banua tidak dapat dimekarkan 
persoalan hubungan yang erat antar masyarakatnya yang sebenarnya adalah 
masyarakat yang berasal dari satu rumpun yang  tersebar ditiga wilayah yang 
sekarang telah mendirikan wilayah pemerintahan desa tersendiri untuk memajukan 
wilayah serata menuju kesejahteraan rakyat.  
2. Data  Geografis  
Kabupaten Majene yang merupakan kabupaten sepanjang garis pantai di 
Sulawesi Barat mengakibatkan desa dalam teritorialnya sebahagian besar berbatasan 
langsung dengan perairan Selat Makassar. Secara geografis Desa Tallu Banua Utara 
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Tabel 4.1 Batas wilayah Desa Tallu Banua Utara 
Batas Desa/Kelurahan Kecamatan 
Bagian Utara Tammerodo Sendana Tammerodo Sendana 
Bagian Selatan Tallu Banua Sendana 
Bagian Timur Limboro Rambu-Rambu Sendana 
Bagian Barat Selat Makassar - 
(Sumber : Profil Desa Tallu Banua Utara)
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Tabel di atas memberikan penjelasan bahwa desa ini terletak di perbatasan 
kecamatan dikarenakan berbatasan langsung dengan Kecamatan Tammerodo 
Sendana. Secara garis besar bentuk Desa Tallu Banua Utara ini berbentuk memanjang 
yang memisahkan diri dari Desa Tallu Banua di bagian utara Sehingga berbentuk 
cenderung tipis dan memanjang lebih jelasnya dapat dilihat melalu gambar berikut: 
Gambar 4.1 Peta Desa Tallu Banua Utara 
 
(Sumber : Arsip Pemerintah Desa Tallu Banua Utara) 
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Gambara di atas menunjukkan semua dusun langsung berbatasan dengan desa 
tetangga karena bentuknya yang memanjang ke belakang dengan lebar yang dilalui 
jalan poros hanya sepanjang  lebih kurang 2 Km, posisinya yang hampir tidak terlalu 
strategis karena berada di perbatasan kecamatan, tapi yang menjadi unggulan dari 
desa ini adalah sepanjang wilayah desa dialiri aliran sungai yang cukup panjang dan 
lebar yang biasa dimanfaatkan untuk menambang pasir dan batu.  
3. Keadaan Penduduk 
Desa Tallu Banua Utara merupakan desa kekeluargaan karena desa ini 
didirikan atas kekerabatan tiga rumpun wilayah  “banua”
46
, sehingga desa ini adalah 
desa yang hampir seluruh masyarakatnya adalah saling berkeluarga dari kekerabatan 
tiga rumpun besar yaitu wilayah Poniang, Karema dan Tullu Bulang. Adapun  
pembahasan tentang keadaan masyarakat yang dianggap penting dipaparkan untuk 
mengenal masyarakatnya sehingga permasalahan yang menjadi topik penelitian ini 
dapat teridentifikasi dan teranalisis dengan baik adalah sebagai berikut:  
a. Jumlah Penduduk 
Populasi penduduk dalam sebuah desa memiliki jumlah yang cukup banyak 
sehingga untuk memberikan sebuah pelayanan kepada masyarakat secara maksimal 
dalam sebuah desa dibagi teritorial per dusun dengan jumlah masyarakat yang telah 
ditentukan untuk memungkinkan terjadinya relasi yang baik antara masyarakat dan 
pemerintah desa.  
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Jumlah penduduk sangat mempengaruhi keberlangsungan pemerintahan untuk 
mewujudkan masyarakat yang maju mandiri dan sejahtera serta kemajuan 
berdemokrasi. Masyarakat yang jumlahnya dapat dijangkau dengan baik selain 
berdampak baik dalam pelayanan tapi justru menjadi sebuah cela untuk dimanfaatkan 
segelintir orang misalkan saja dalam pertarungan demokrasi atau pesta demokrasi 
dalam tingkat desa biasanya memicu kecurangan seperti money politik untuk 
memenangkan pemilihan. Meski demikian yang terpenting adalah masyarakatnya 
harus memiliki kualitas pendidikan untuk terwujudnya masyarakat sesuai cita-cita 
dibuatnya Undang-Undang tentang desa. 
Berikut data jumlah penduduk Desa Tallu Banua Utara yang di rangkum 
dalam bentuk gambar persentase. 
Gambar 4.2 Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun 
(Sumber : Profil Desa Tallu Banua Utara)
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KK 158 164 88 83 493
L 357 372 192 181 1102
P 367 385 207 172 1131
JUMLAH 724 757 399 353 2233








Persentase jumlah penduduk di atas menunjukkan jumlah keseluruhan 
masyarakat Desa Tallu Banua Utara sebanyak 2233 orang yang terbagi di 4 dusun, 
data di atas juga menunjukkan dusun Parassangan adalah yang memiliki jumlah 
penduduk terbanyak, diikuti Palla-pallang, Tullu Bulang, dan terakhir Tullu Bulang 
Timur. Data di atas dapat digunakan untuk memetakan dan memberikan pelayanan 
terhadap masyarakat sesuai dengan jumlah penduduknya. 
b. Tingkat Pendidikan Masyarakat 
Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi perkembangan sebuah kelompok 
masyarakat, semakin tinggi pendidikan kelompok masyarakat maka akan semakin 
kompleks dinamika kehidupan sosial masyarakatnya. Semakin kompleks persoalan 
dalam sebuah kelompok masyarakat yang terjadi maka dibutuhkan kedewasaan 
berpikir untuk menyelesaikan persoalan sehingga tingkat pendidikan yang tinggi serta  
diiringi dengan kedewasaan akan menyelesaikan persoalan. 
Data tentang tingkat pendidikan dalam penelitian ini dianggap penting karena 
untuk menganalisis atas tindak aksi demonstrasi oleh masyarakat serta tingkat 
kesadaran terhadap peran dalam mengawal pemerintahan desa serta mengetahui 
kedewasaan berpikir dalam menangani persoalan ketegangan dalam masyarakat. 
Yang dirangkum dalam indeks pendidikan yang dikategorikan batasan usia yang 
dianggap usia produktif. 
Indeks pendidikan masyarakat Desa Tallu Banua Utara dirangkum dalam 
sebuah diagram untuk melihat permasalahan dalam masyarakat sehingga dianggap 





(Gambar 4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tallu Banua Utara) 
(Sumber : Profil Desa Tallu Banua Utara)
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Usia 18-56 tahun persentase tingkat pendidikan yang dipaparkan di atas 
diklasifikasikan karena diusia ini yang cukup produktif dan dianggap punya peranan 
yang cukup besar serta sebagai generasi yang akan hidup dalam masyarakat yang 
lebih produktif nantinya, kemudian diusia ini juga adalah aktor pemerintahan serta 
tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat diberbagai peranan dalam masyarakat. 
 Tingkat pendidikan masyarakat Desa Tallu Banua Utara dari data di atas 
menunjukkan bahwa masyarakatnya dapat dikatakan berpendidikan cukup tinggi, hal 
ini terlihat pada persentase masyarakatnya yang memiliki tingkat pendidikan yang 
tamat perguruan tinggi cukup mendominasi ketimbang yang tidak memiliki 
pendidikan sama sekali. Data di atas juga menunjukkan 50 % lebih pendidikan 
masyarakat hanya sampai tamat SLTP/SMP dan SLTA/SMA, tetapi itu sudah cukup 
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Tingkat Pendidikan Penduduk Usia 18- 56 Tahun 




memadai tingkat kedewasaan serta pendidikan yang bisa membawa masyarakat 
sejahtera. 
Tetapi tingkat pendidikan tidak menjamin kesejahteraan akan terwujud 
terbukti dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai di Desa Tallu Banua Utara 
ini justru menimbulkan pro-kontra seperti yang diungkapkan oleh masyarakat. 
“..karena mereka sudah merasa pintar dan berpendidikan tinggi maka mereka 
melakukan demonstrasi, padahal mereka tahu sendiri persoalannya bagaimana 
tetapi mereka masih melakukan demo-demo sebenarnya ini masih dendam 
pada saat kalah dalam pemilihan kemarin..”
49
 
Berdasarkan tutur kata narasumber tersebut, dapat ditarik kesimpulan 
meskipun sudah berpendidikan tetapi belum bisa menerima keputusan politik dan 
lebih bersikap dewasa dengan melakukan pengawalan  terhadap pemerintahan dan 
tidak menyimpan dendam  serta bersikap sebagaimana seseorang yang terdidik, sama 
sekali tidak mencerminkan seseorang berpendidikan, serta bukan menjadi sumber 
masalah dalam masyarakat tetapi menjadi solusi bagi kehidupan bermasyarakat. 
c. Keadaan Sosial Politik Masyarakat 
Masyarakat Desa Tallu Banua Utara merupakan masyarakat satu rumpun 
keluarga kerabat, sehingga politik identitas masih sangat kental dalam masyarakat ini 
terlihat pada setiap kali pemilihan umum mereka selalu mempertimbangkan 
hubungan kekerabatan untuk menentukan pilihan politiknya. Meskipun 
masyarakatnya adalah masyarakat kekeluargaan tetapi dalam persoalan politik untuk 
memperoleh kekuasaan dan kepentingan urusan kekeluargaan menjadi nomor dua dan 
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mengebelakangkan persoalan agama yang melarang melakukan kecurangan dan hal-
hal yang tidak mencerminkan syariat, nilai dan norma Islam. 
 Masyarakat juga cenderung ambisius semua itu disebabkan beberapa hal 
seperti yang diungkapkan kepala bagian pemerintah Desa Tallu Banua Utara Sebagai 
berikut” 
“..di Desa Tallu Banua Utara ini bila dibandingkan dengan desa lain di 
Kecamatan Sendana, Desa Tallu Banua Utara ini bisa dikatakan Texas 
karena berbicara pemain politik di sini banyak pemain politik, berbicara 
masalah LSM di sini banyak LSM, masalah aktivis di sini banyak aktivis, 
yang menggerakkan demo-demo di kejaksaan kan orang-orang Tallu Banua 
Utara sehingga wajar saja kalau keadaan masyarakat seperti ini.”
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Hal serupa diungkapkan salah seorang tokoh agama di Desa Tallu Banua 
Utara melihat tingkah laku masyarakat di sekelilingnya 
“..Masyarakat memang tempatnya kegaduhan, perselisihan dan pertentangan 
jadi wajar saja masyarakat berperilaku demikian..”
51
 
  Kondisi sosial politik masyarakat Desa Tallu Banua Utara terasa sangat rumit 
selain perpecahan yang terjadi disebabkan karena kecenderungan untuk memperoleh 
keinginan, tetapi permasalahan sesungguhnya adalah sikap seseorang yang terdidik 
dalam masyarakat ini seharusnya mampu melerai dan mengatasi permasalahan dan 
memberikan konstribusi perdamaian, kritikan yang bersifat membangun serta 
resolusi-resolusi untuk pembangunan moral masyarakat sebagai cerminan masyarakat 
yang cukup berpendidikan tetapi yang terjadi justru berbanding terbalik dengan fakta 
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yang ada, seperti yang diungkapkan masyarakat tentang perubahan suhu sosial politik 
Desa Tallu Banua Utara. 
“Saya kira perubahan suhu sosial politik masyarakat Desa Tallu Banua Utara 
berubah drastis sebelum pemilihan adanya perkumpulan masyarakat belum 
ada perbincangan-perbincangan yang bisa dikatakan membicarakan 
kebencian pada lawan bukan hanya di pihak kepala desa tetapi di pihak 
lawan juga, ketika selesai pemilihan mereka membicarakan kepribadian 
masing-masing calon dan bukan hanya kepala desa saja, karena yang 
berbincang di masyarakat ini tergantung siapa yang berbincang kalau dari 




 Awal dari perseteruan masyarakat pada bahan cerita yang diperbincangkan 
saat ada perkumpulan, sehingga yang terjadi adalah saling olok-olok dan ujaran 
kebencian serta kritik pedas mewarnai perbincangan akibatnya kerukunan semakin 
hal mustahil terjadi ketika hal demikian terus dibiarkan terjadi. 
Ada beberapa poin penting yang menjadi karakteristik masyarakat Desa Tallu 
Banua Utara melihat menggunakan perspektif sosial dan politik yaitu; Pertama 
bersifat kekeluargaan hal ini yang sering terjadi ketika terjadi perkelahian dan 
diselesaikan dengan cara kekeluargaan, pemilihan umum masyarakatnya cenderung 
tergolong pemilih berdasarkan hukum kekerabatan atau politik identitas. Kedua 
harmonis seperti kebanyakan desa yang berada jauh dari keramaian kota 
masyarakatnya sangat terbuka dan menyambut baik setiap tamu yang data sebab 
masyarakatnya masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur nenek moyang. 
 Ketiga sangat antusias menyambut pemilu hal ini terlihat diberbagai periode 
pemilihan umum sebab masyarakatnya banyak yang bergelut dalam dunia Politik 
sehingga pengaruh politis cenderung baik dalam hal partisipasi politiknya, dan yang 
                                                             
52
 Mulyadi (33 Tahun), Kepala Bagian Pemerintah Desa Tallu Banua Utara, Wawancara, di 




Kelima rasional, dalam hal urusan apa pun itu masyarakat selalu berpikir untung rugi 
misalnya dalam hal pemilihan rasionalnya mereka cenderung memilih orang terdekat 
mereka dengan alasan yang mereka pilih akan memperhatikan mereka ketika terpilih 
karena alasan kekerabatan, dalam urusan melerai ketegangan dalam masyarakat 
padahal ketegangan yang terjadi adalah antara keluarga sendiri rasionalnya adalah 
lebih penting pergi bekerja di kebun atau ke laut mencari rezeki dari pada mengurusi 
hal-hal yang mereka anggap tidak penting oleh sebab menguras waktu dan tenaga. 
 Ada banyak perubahan yang terjadi dalam masyarakat Desa Tallu Banua 
Utara setelah pemilihan kepala desa pada tahun 2017, yang sangat menonjol yaitu 
hubungan kekerabatan, sifat harmonis dan gotong-royong mulai terkikis seiring hal 
tersebut kabar baiknya sifat kritis masyarakat kini semakin meningkat yang 
menyebabkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya peran masyarakat dalam 
mengawal pemerintah, kini pemerintah desa semakin terawasi dengan baik oleh 
kontrol masyarakat, meskipun kontrol tersebut mengakibatkan efek samping yang 
sangat merugikan. 
B.  Pemilihan Kepala Desa Tallu Banua Utara Tahun 2017 
Memahami konstelasi Pilkades Tallu Banua Utara, yang paling penting harus 
ditekankan bahwa agen politik sangat menentukan berjalannya sebuah sistem 
demokrasi, demokrasi sebagai struktur yang dijalankan dengan penuh korelasi dengan 
agen politik untuk mewujudkan tercapainya pemilihan yang demokratis dan adil. 
Upaya keras yang dilakukan panitia Pilkades dengan masing-masing calon untuk 
mewujudkan pemilihan sesuai harapan yang telah diatur sebelumnya dengan UU, 




Kontestasi Pilkades di Desa Tallu Banua Utara telah memperoleh titik sukses, 
kolaborasi antara aktor politik dengan masyarakat untuk mematuhi sepenuhnya aturan 
yang berlaku sehingga tidak terjadi kecurangan dalam Pilkades, semua orang telah 
menerima hasil pemilihan yang sehat dengan demikian dapat kita lihat praktik 
demokratis di tingkat desa telah berjalan dengan baik, meskipun pada kasus pilkades 
di Tallu Banua Utara, justru memberikan Pekerjaan Rumah dengan adanya dampak 
dari Pilkades Dalam Masyarakat. 
Praktik sosial yang terjadi dalam masyarakat yakni benih-benih konflik adalah 
bentuk pemahaman masyarakat tentang sistem demokrasi, rumitnya ketika praktik 
yang terjadi adalah aksi demonstrasi yang mencoba mempengaruhi sebuah agen 
dengan intervensi agar bisa mempengaruhi struktur yang ada atau aturan main. Tetapi 
yang terjadi adalah setelah kesuksesan dalam pelaksanaan pemilihan justru dalam 
persoalan substantif masyarakat Desa Tallu Banua Utara Telah gagal membentuk 
sebuah tatanan struktur yang baik yang mencoba membangun masyarakat. Hal ini 
terlihat pada Pilkades Desa Tallu Banua Utara tetapi gagal merawat keberlangsungan 
kerukunan yang terjadi selam kontestasi pemilihan sampai pada pengawalan kepada 
pemerintahan desa sebagai cerminan masyarakat yang demokrasi substantif. 
Pemilihan kepala desa pada tahun 2017 berjalan dengan baik dan terkendali 
tidak ada hal-hal tidak diinginkan terjadi, yang dilaksanakan  pada 15 Oktober 2017, 
sebanyak 39 desa di Kabupaten Majene menggelar pemilihan kepala desa serentak,  
Jadwal kampanye dilaksanakan pada 9 Oktober dan massa tenang pada 12 Oktober 
2017 yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan.
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keberlangsungan pesta demokrasi skala desa berjalan dengan baik hal ini 
diungkapkan Ketua BPD Desa Tallu Banua Utara. 
“Saya mengawali dari posisi ketua BPD sesuai Peraturan Mendagri NO. 110 
tahun 2015 bahwa BPD adalah penyelenggara Pilkades dalam hal ini BPD 
membentuk panitia pemilihan kepala desa, dari panitia itu tentu menjalankan 
tugasnya sesuai yang diamanatkan oleh UU. Panitia telah menjalankan 




Proses penyelenggaraan Pilkades dari masa pendaftaran sampai pemilihan 
semua berjalan dengan baik, meskipun prosesnya berjalan dengan baik dan sesuai 
rencana tidak bisa dipungkiri masyarakat yang mengalami kekalahan dalam 
pemilihan tentunya sangat kecewa apa lagi sang calon yang kalah tentu sangat 
kecewa, dari hasil ini yang menjadi benih-benih ketegangan dalam masyarakat Desa 
Tallu Banua Utara.  
Pilkades tersebut diikuti oleh tiga calon kepala desa dari dua dusun dari empat 
dusun yang ada di Desa Tallu Banua Utara yaitu Dusun Parassangan, Dusun Palla-
pallang, Dusun Tullu Bulang dan Dusun Tullu Bulang Timur. Masing-masing calon 
tersebut adalah Busman, S.Sos, berasal dari Dusun Palla-pallang, Musdar dari Dusun 
Parassangan dan Kamaluddin dari Dusun Palla-pallang. 
 Pilkaldes periode sebelumnya diikuti oleh tiga calon, perbedaannya adalah 
sebelumnya diikuti oleh dua calon yang berasal dari Dusun Parassangan dan satu 
berasal dari Dusun Palla-pallang dan Pilkades tahun 2017 kali ini diikuti dua dari 
Dusun Palla-pallang dan satu dari Parassangan, meskipun dinamika Pilkades periode 
sebelumnya berbeda dengan Pilkades 2017, aspek sentimen kedaerahan dan sentimen 
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kekerabatan tetap menjadi isu krusial dalam pelaksanaan Pilkades yang dimenangkan 
oleh petahana. Abdullah sebagai calon kepala desa yang menjadi penantang kepala 
desa tahun 2011, pemilihan Kepala Desa Tallu Banua Utara yang pertama kali 
mengungkapkan: 
“..Dalam mengamati pemilihan ini saya selaku ketua BPD melihat 
kemenangan Pak Kamaluddin di dusun ini (Parassangan) di mana dusun ini 
sendiri memiliki calon kepala desa sendiri tetapi justru dimenangkan oleh Pak 
Kamaluddin, semua itu karena kerja keras timnya. Dan alhammdulillah sesuai 
pemilihan kemarin dengan kerja tim yang begitu rapih dan pendukung yang 
memang setia sehingga dari apa yang dicerita tim atau target Perolehan suara 
itu sesuai dengan hasilnya sehingga membawa Pak Kamaluddin menjadi 
Kepala Desa Tallu Banua Utara terpilih”
55
 
Ungkapan narasumber tersebut sebagai bentuk pengakuan terhadap kepala 
desa terpilih atas pencapaiannya yang berhasil memenangkan pemilihan 2 periode 
berturut-turut, juga sebagi bentuk apresiasi kepada masyarakat dan pemerintah yang 
masih setia dan dianggap sukses membawa pemerintahan desa dalam pengelolaan 
program kerja dan memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakatnya sehingga 
masyarakat masih menginginkan kepala desa memimpin dalam satu periode 
kedepannya. 
Pemilihan Kepala Desa Tallu Banua Utara yang dilaksanakan pada tahun 
2017 berikut hasil Perolehan pemilihan yang dirangkum dalam bentuk diagram 
beserta Perolehan suara masing-masing calon beserta persentasenya. 
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Gambar 4.4 Perolehan Hasil Pilkades Tahun 2017 
(Sumber: Arsip Panitia Penyelenggara Pilkades ) 
Perolehan tersebut mengantarkan Kamaluddin sebagai kepala desa berikutnya 
selama satu periode masa jabatan dan menjadi periode keduanya menjabat kepala 
desa sekaligus masih menjadi kepala desa yang pertama di Desa Tallu Banua Utara.  
Berdasarkan aturan pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil.
56
 Jaminan terhadap suara setiap orang membawa pemilihan 
kepala desa berjalan dengan baik kesadaran masyarakat akan hak suaranya di 
manfaatkan dengan baik meskipun masa kampanye diwarnai dengan pertarungan 
saling mempromosikan diri untuk memperoleh dukungan, tentu memberi keuntungan 
terhadap calon kepala desa petahana karena kampanye yang ditawarkan adalah 
kampanye berbasis data yaitu prestasi dan capaian-capaian yang telah terealisasi 
selama menjabat. 
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Di sisi lain penantang tentu sangat kesulitan dalam meracik rumus kampanye 
yang akan ditawarkan kepada masyarakat sehingga mendapat dukungan tanpa 
memberikan tekanan dan paksaan sehingga hak suaranya dapat diperolehnya. Tentu 
tidak melanggar Undang-Undang tentang pemilihan kepala desa yang bersifat 
sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa. Dalam posisi 
ini pihak penantang tidak terlalu diuntungkan, karena mereka hanya mengandalkan 
nilai yang ada pada diri mereka serta dukungan dari mereka yang kurang puas dengan 
pemerintahan sebelumnya. 
Suhu politik pada pemilihan kepala desa tahun 2017 itu memang sangat 
memanas yang menciptakan petak-petak kelompok dalam masyarakat para 
pendukung masing-masing calon berupaya saling meyakinkan atas pilihannya, meski 
demikian konstelasi politik masih aman terkendali seperti ungkapan salah seorang 
pemuda Desa Tallu Banua Utara. 
“Saya kebingungan dengan keadaan keadaan Desa Tallu Banua Utara 
mengapa ketika pemilihan Kepala Desa Tallu Banua Utara telah selesai dan 
mengumumkan bahwa kepala desa terpilih adalah kepala desa yang kemarin 
keadaan masyarakat aman-aman saja dan terlihat dapat menerima keputusan 
demokrasi tersebut, tetapi setelah menjelang beberapa bulan keadaan berubah 
setelah pihak oposisi melakukan kegiatan demonstrasi..”
57
 
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga suhu politik yang awalnya 
aman terkendali berubah menjadi bibit-bibit konflik dalam masyarakat yaitu sifat 
kritis masyarakat dalam menilai demokrasi, sebagai bentuk pengawalan atau kontrol 
pemerintahan atas kesejahteraan, serta adanya bentuk kekecewaan dalam pemilihan 
kepala desa yang sangat menginginkan kemenangan. 
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 Alasan paling tepat atas keadaan suhu sosial politik di masyarakat yang 
berubah secara signifikan yaitu, pelimpahan wewenang kepada pemerintah desa 
untuk mengelola anggaran sendiri secara mandiri mengakibatkan aktor politik 
berlomba-lomba untuk memperoleh kursi di pemerintahan desa disebabkan desa telah 
punya ADD yang cukup banyak sehingga dapat dikelola secara maksimal untuk 
kesejahteraan rakyat, isu diskriminatif sering muncul dalam pemerintahan desa oleh 
karena anggapan bahwa yang kalah dalam pemilihan secara struktur tidak akan 
mendapat jabatan dalam pemerintahan desa beserta para pendukungnya. 
Akibatnya disetiap pemilihan umum yang dilaksanakan petak-petak pemilihan 
kepala desa pun masih sangat solid dalam mendukung pilihan masing-masing 
kelompok, dan yang terjadi masyarakat tidak lagi menentukan pilihan berdasarkan 
akal sehat justru bertransformasi pengaruh pemilihan kepala desa dan imbasnya 
adalah sistem demokrasi yang dibangun kini menjadi demokrasi sebatas prosedur.  
Sekat-sekat politik yang terjadi dapat dipetakan berdasarkan asumsi pemilihan 
kepala desa, sebagai dampak yang begitu merugikan sistem demokrasi dan hubungan 
antar masyarakat yang kian rusak.  
“..setelah pemilihan kepala desa sebenarnya biasa memang terjadi, adanya 
mungkin perbedaan pilihan, perbedaan pandangan sehingga itu memicu 
terjadinya ketegangan dalam masyarakat, tetapi sebenarnya ketegangan-
ketegangan itu terjadi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pemilihan 
kepala desa.. .. bukannya menuntut tentang pemilihan kepala desa melainkan 
tentang transparansi anggaran dana desa..”
58
 
“..dipermasalahkan kembali lucunya mereka yang melarang justru mereka 
juga yang melakukan aksi tuntutan fiktif tersebut. Makanya ada orang yang 
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mengatakan ini merupakan gerakan oposisi karena pihak oposisi selalu 
mencari-cari masalah dalam pemerintah.”
59
 
Pro-kontra yang terjadi dalam masyarakat akibat pemilihan kepala desa sangat 
jelas terlihat dari permasalahan yang dituntut dalam demonstrasi, karena persoalan 
mendasarnya adalah realisasi dan transparansi anggaran, adanya larangan realisasi 
program kerja oleh sekelompok masyarakat tetapi justru mereka sendiri yang 
melakukan aksi tuntutan, dan persoalan transparansi justru yang melakukan 
demonstrasi adalah pendamping desa yang tahu seluk beluk persoalan alasan 
keterlambatan karena ke mauan masyarakat dan disertai dengan dokumen-dokumen 
sah secara hukum sehingga saat kejaksaan melaksanakan olah perkara di lapangan. 
“Adapun temuan-temuan yang terjadi tentang keterlambatan pengerjaan 
program kemarin itu sudah selesai semua.”
60
 
Hingga kejaksaan tidak menemukan indikasi seperti tuntutan dan menutup 
kasus tersebut, meskipun kasus tersebut yang ditangani kejaksaan telah selesai tetapi 
justru dampak yang begitu besar yang terjadi dalam masyarakat. Permasalahan 
pemilihan kepala Desa Tallu Banua Utara tidak hanya sampai di kepala desa 
melainkan merembek diberbagai kehidupan sosial masyarakat Desa Tallu Banua 
Utara. 
Konstelasi politik di Desa Tallu Banua Utara memang sangat kompleks hal 
yang paling berpengaruh adalah tentang masyarakatnya yang banyak bergelut dalam 
dunia politik sehingga kontestasi politik sangat berjalan dinamis, seperti yang 
diungkapkan masyarakat Desa Tallu Banua Utara. “..berbicara pemain politik di sini 
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banyak pemain politik, berbicara masalah LSM di sini banyak LSM, masalah aktivis 
di sini banyak aktivis..”
61
 dengan demikian pemerintah tidak sewenang-wenang 
dalam menjalankan tugasnya oleh karena simpatisan masyarakat yang paham politik 
dan menjadi  ancaman yang sangat berarti bagi pemerintahan yang ingin 
menyeleweng. 
Hal yang paling penting masyarakat harus paham betul adalah melakukan 
pengawalan dengan sebenar-benarnya kontrol yang dilakukan dengan niat yang benar 
juga bukan sebatas melakukannya dengan  kesadaran politik tetapi melupakan hal 
penting yang sebenarnya merupakan output dari semua itu adalah untuk kemakmuran 
masyarakat, yang terjadi malah upaya yang  dilakukan kontrol terhadap pemerintahan 
untuk mengawal pemerintahan dalam menjalankan tugasnya untuk menyejahterakan 
rakyat malah dihiraukan dengan terfokus pada urusan-urusan yang sifatnya 
prosedural tetapi melalaikan persoalan yang lebih substantif. 
Dinamika dalam pilkades sangat dipengaruhi akan praktik politik yang 
dilakukan masyarakat sejauh ini aturan main dalam Pilkades sudah cukup memadai 
sehingga dalam menjalankan peraturan tersebut bisa dijalankan dengan baik, yang 
menjadi persoalan adalah sesuai ungkapan di atas bahwa masyarakat kurang sportif 
dan kurang loyal dalam menerima keputusan politik akibatnya terjadi hal-hal yang 
mencederai sistem demokrasi yang sudah berjalan dengan baik. 
Persoalan paling substantif dari dahulu kala adalah perebutan kekuasaan, 
kekuasaan selalu menjadi ladang konflik yang sempurna dalam memecah belah 
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masyarakat padahal ketika masyarakat lebih dewasa dalam menyikapi segara 
persoalan baik itu persoalan kepemimpinan yang diperebutkan ini akan lebih baik 
dari pada bersikeras bertarung sampai menimbulkan dendam. 
Konstelasi pemilihan kepala desa ini sangat menunjukkan betapa kekuasaan 
dijadikan alasan untuk berkonflik, baru berapa tahun pemilihan kepala desa direspons 
berlebihan oleh masyarakat, yang disebabkan karena pengelolaan pembangunan desa 
dan masyarakatnya kini telah dilimpahkan kepada pemerintah desa dengan ADD 
yang cukup menggiurkan untuk dikelola dalam membangun desa menuju negara yang 
berdaulat yang dibangun mulai dari tingkat desa. 
C. Dampak Resistensi Terhadap Kehidupan Demokrasi Masyarakat di Desa Tallu 
Banua Utara 
Sistem demokrasi yang dibangun saat ini diharapkan sampai pada sistem 
demokrasi substantif bukan klaim demokrasi sebatas pemilihan seorang pemimpin 
(prosedural), keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam melakukan kontrol 
terhadap pemerintahan sebagai bentuk demokrasi bahwa rakyat yang memegang 
kendali atas pemerintahan, dengan alasan kesejahteraan demokrasi diadopsi menjadi 
sistem yang digunakan untuk menjadi wadah struktural untuk mewujudkan tatanan 
masyarakat ideal. 
Kesadaran dalam memahami demokrasi masyarakat Desa Tallu Banua Utara 
berdasarkan indeks pendidikan yang cukup tinggi tentu beriringan dengan sumber 
daya manusia yang memadai serta pemahaman yang baik mengenai sistem 




politik sangat menarik. Akibat dari faktor tingkat pendidikan serta kehadiran aktor 
politik memungkinkan alur politik sangat dinamis. 
1. Demonstrasi Sebagai Bentuk Kontrol Terhadap Pemerintah Desa 
Demonstrasi menjadi hal yang sangat melekat dengan sistem demokrasi, 
kebebasan berpendapat, berkumpul dan menyuarakan keluhan menjadi alasan 
masyarakat Desa Tallu Banua Utara melakukan aksi dengan menyuarakan tuntutan 
tentang yang terjadi pada pemerintahan Desa Tallu Banua Utara, yang dilakukan 
berkali-kali sehingga tuntutan tersebut cepat ditanggapi pemerintah dan penegak 
hukum. 
Tuntutan demonstran di Kejaksaan Negeri Majene terhadap Pemerintah Desa 
Tallu Banua Utara. 
1. Pengadaan rapat beton jalan tani di Dusun Parassangan. 
2. Pembayaran pembelian Pekuburan di Dusun Tullu Bulang. 
3. Pengadaan pagar persawahan di Dusun Palla-pallang. 
Tuntutan tersebut pada dasarnya telah diketahui masyarakat bahwa adanya 
kendala yang mengakibatkan adanya keterlambatan program. Pertama,  proyek rapat 
beton jalan tani telah mengalami penundaan dan pengalihan disebabkan masyarakat 
sendiri berikut ungkapan Kepala Dusun Parassangan. 
“..pembangunan rapat beton jalan tani yang dulunya telah dihibakan untuk 
dijadikan jalan pertanian tetapi setelah adanya pemilihan kepala desa yang 
faktanya pemilik lahan tersebut adalah lawan politik kepala desa terpilih, telah 








Kedua, perkara yang serupa terjadi di Tullu Bulang mengenai pembayaran 
lahan pekuburan, pemilik lahan tersebut banyak sehingga menginginkan 
pembayarannya sekaligus saja mengingat akan rumit membagi hasil pembayaran jika 
dibayar secara bertahap, dengan diperjelas oleh kepala Dusun Tullu Bulang . 
“..mengenai pembayaran pekuburan saya telah melakukan musyawarah di 
masjid dam masyarakat semua mengetahui permasalahan itu, tentang 
pembayaran lahan pekuburan yang nanti dibayar sekaligus tidak secara 
bertahap dan tentunya akan memerlukan waktu untuk membayarnya 
menunggu anggaran tahun berikutnya.”
63
 
 Sedangkan tuntutan yang ketiga, keterlambatan pembuatan pagar desa, 
dengan berpatokan bahwa proyek di desa adalah sifatnya swakelola yang menuntut 
program desa harus dikelola dengan memberdayakan masyarakat dan proyek untuk 
membangun pagar tersebut tertunda oleh sebab masyarakat dusun Palla-pallang saat 
itu sedang disibukkan proyek yang masuk dari provinsi, pengelolaan sawah yang 
menunggu dipanen sebab ketika pagar dibangun sebelum panen padi dikhawatirkan 
juga mengganggu masyarakat dalam proses masa panen sehingga menunggu sampai 
proyek dari provinsi selasai dan menunggu masa panen selesai, adapun material dan 
bahan yang akan digunakan dalam pembangunan tersebut telah tersedia semua 
tinggal direalisasikan. 
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“..proyek propinsi masuk sehingga terjadi tabrakan karena tenaga kerjanya 
masyarakat setempat yang kerjakan, makanya saya sarankan ketika terjadi 
penundaan lagi terpaksa kita datangkan pekerja dari dusun lain..”
64
 
Kendala seperti ini yang terjadi dan kemudian pihak oposisi memanfaatkan 
momentum dengan adanya masalah tersebut dan memang terbukti realisasi 
pengerjaan proyek ADD tahun 2017 melintas ke tahun 2018, sehingga tanggal 14 
Januari tahun 2018 pihak oposisi desa melancarkan gerakan untuk memberikan 
kontrol terhadap pemerintah desa.  
Pemerintah desa setelah mengetahui gerakan yang dilakukan masyarakatnya 
secara spontanitas langsung melakukan musyawarah dengan masyarakat untuk 
memberikan klarifikasi karena Pemerintah desa merasa tidak melakukan hal yang 
dituntutkan tetapi adanya keterlambatan benar adanya hanya saja telah 
disosialisasikan sebelumnya  masyarakat telah mengetahui itu.  
Pemerintah Desa bersama masyarakatnya melakukan aksi yang sama dengan 
tujuan klarifikasi. 
“Aksi balasan yang dilakukan kemarin adalah aksi klarifikasi serta 
memberikan tuntutan terhadap kejaksaan untuk menyelidiki secara profesional 
tanpa adanya intervensi dari pihak manapun serta melakukan tuntutan 




Selain klarifikasi dan menuntut kejaksaan untuk bertindak profesional, aliansi 
masyarakat Desa Tallu Banua Utara juga menganggap bahwa yang melakukan aksi 
tersebut mereka mengumpulkan massa bukan hanya dari Desa Tallu Banua Utara, 
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sehingga hal ini dianggap masyarakat sebagai pencemaran nama baik, hal ini tidak 
terlalu dipedulikan oleh Pemerintah desa dengan alasan. 
“Saya kira mereka yang melakukan demonstrasi di kejaksaan itu adalah 
keluarga juga adapun di luar desa ini merek juga keluarga, jadi tidak usah 
diperbesar-besarkan lagu pula yang terlihat di sini juga tidak adanya dugaan 
sesuai yang mereka tuntut..”
66
 
Alasan paling menonjol untuk menjawab atas demonstrasi yang terjadi adalah 
masih merupakan imbas dari Pilkades, oleh sebab aliansi masyarakat yang ikut dalam 
gerakan aksi demonstrasi tersebut adalah lawan dari kepala desa terpilih tahun 2017. 
Berikut ungkapan masyarakat dan Kepala Desa Tallu Banua Utara tentang aliansi 
yang terlibat dalam demonstrasi. 
“Mungkin alasan-alasan demonstrasi itu mungkin adalah imbas dari Pilkades 
yang terasa itu yang muncul memang adalah rival politik kemarin, yang jelas 
yang melakukan demonstrasi itu adalah mereka lawan politik saya kemarin.”
67
 
“Yang menyebabkan kegaduhan dalam masyarakat dalam hal ini demonstrasi 
adalah saya pikir karena faktor politik, karena mereka yang melakukan 
demonstrasi terkait pemerintahan desa adalah mereka para pendukung pihak 
lawan yang menjadi lawan kepala desa kemarin.”
68
 
Aliansi yang tergabung dalam gerakan aksi tersebut mencoba memberikan 
kontrol terhadap pemerintah sebagai bagian dari kesadaran politik perlunya 
pengawasan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang 
diungkapkan sekretaris desa.  
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“Pemerintah desa tidak menganggap aliansi yang turun tersebut adalah pihak 
oposisi karena pemerintah desa beranggapan tidak ada oposisi, karena sikap 
kritisnya masyarakat, dan memang wajar kita maklumi, hanya saja kita 
sesalkan kenapa sikap kritis mereka langsung melakukan aksi demonstrasi di 




Dampak dari demonstrasi itu adalah konflik dalam masyarakat sehingga yang 
terjadi adalah resistensi dalam masyarakat, sedangkan demonstrasi adalah sebagai 
bentuk perlawanan dan kekecewaan dari sekelompok masyarakat, yang dibungkus 
dalam bingkai kontrol terhadap pemerintahan. 
“..tidak ada konflik yang terjadi setelah pilkades, karena seandainya ada 
konflik itu akan berpengaruh pada hasil pilkades, tetapi yang terjadi adalah 
gerakan-gerakan demonstrasi yang dibangun oleh pemuda dan mahasiswa 
pada waktu itu, terkait adanya dugaan tentang penyalahgunaan anggaran dana 
desa tahun 2017, tuntutan tentang transparansi keuangan ADD.”
70
 
Ungkapan penggerak aksi demonstrasi di atas adalah sebagai bukti bahwa 
pentingnya kesadaran dan pengawalan atau kontrol pemerintahan untuk membentuk 
tatanan struktur yang baik. Oleh sebab kekuasaan cenderung korup jika tidak ada 
ancaman yang diberikan sebagai bentuk keseimbangan dalam sistem yang dijalankan.  
Benturan demokrasi yang terjadi di masyarakat Tallu Banua Utara terletak 
pada kondisi politik yang begitu ketat dan memanas serta dendam politik yang masih 
terngiang mendorong masyarakat untuk terus melakukan tekanan pada pemerintahan 
desa untuk bekerja sesuai aturan. Kondisi seperti ini dinilai sangat baik akan tetapi 
ada beberapa efek samping ketika masyarakatnya belum sepenuhnya mengerti 
pentingnya kontrol terhadap pemerintah sehingga yang terjadi melalui demonstrasi 
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bukannya memberikan nilai baik dimata masyarakat malah dianggap sebagai bentuk 
pemberontakan dan sebagai seseorang yang ambisius untuk memperoleh kekuasaan 
padahal esensinya adalah demokrasi sebagai bentuk kontrol terhadap pemerintahan. 
Alasan paling mendasar pertentangan dalam masyarakat adalah pertentangan 
oleh keluarga besar masing-masing calon kepala desa pada tahun 2017 yang lalu, dan 
menjadi tolak ukur untuk melihat pendukung masyarakat yang bertentangan. 
Terjadinya demonstrasi oleh elemen masyarakat juga diikuti oleh pendukung pihak 
oposisi dalam hal ini kelompok masyarakat yang kontra pemerintah desa. 
Resistensi dalam masyarakat semakin kritis dan semakin memanas karena 
pertentangan tersebut tidak hanya karena perbedaan haluan politik di tingkat desa 
tetapi juga karena pertarungan keluarga dan kekerabatan masing-masing kubu. 
Alasan yang berikutnya juga karena pendukung dari calon yang kalah dalam pilkades 
mereka bersatu melawan pemerintah desa, sehingga yang terjadi semakin banyak 
masyarakat yang kontra pemerintah desa, dapat dilihat sentimen kekerabatan serta 
kesamaan rasa, menjadi pihak yang kalah dan menjadi oposisi pemerintah desa. 
Kedua sentimen tersebutlah yang menjadi dasar besarnya gerakan yang dilakukan 
masyarakat yang kontra pemerintah desa. 
Apa yang telah terjadi dalam masyarakat Desa Tallu Banua Utara ini menjadi 
sangat kompleks selain perebutan kekuasaan di pemerintah desa juga terjadi 
pertarungan keluarga yang saling berharap menjadi keluarga besar yang menjadi 
pemimpin di Desa Tallu Banua Utara, sehingga yang terjadi rumpun keluarga yang 




2. Demonstrasi Balasan Pemerintah Desa dan Masyarakat 
Ketegangan masyarakat Desa Tallu Banua Utara bermula setelah terjadinya 
demonstrasi yang menuntut transparansi ADD yang dilakukan di kejaksaan sehingga 
terjadi aksi balasan dari kubu pemerintah desa dengan melakukan aksi yang sama, 
dengan tuntutan memberikan klarifikasi terhadap apa yang telah di tuntut demonstran 
sebelumnya, sehingga yang terjadi adalah terlihat seperti masyarakat saling 
demonstrasi. Ungkap narasumber mengenai keadaan masyarakat pasca pemilihan: 
“Keadaan masyarakat setelah pilkades itu baik dan aman2 saja. Tetapi tidak 
lama setelah pelantikan kepala desa terpilih lebih tepatnya bulan Januari 2018 
itu terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat”
71
 
“Keadaan masyarakat di sini aman-aman saja, tetapi masyarakat yang tidak 
puas dengan hasil pemilihan mencari cela yang dapat dipermasalahkan dari 
kepala desa yang terpilih untuk dijadikan bahan untuk menjatuhkan. Menurut 
saya masalah kinerja kepala desa tidak ada masalah itu pun ada yang 
dipermasalahan kemarin mengenai pembayaran pekuburan saya telah 
melakukan musyawarah di masjid dam masyarakat semua mengetahui 
permasalahan itu, tentang pembayaran lahan pekuburan yang nanti dibayar 
sekaligus tidak secara bertahap dan tentunya akan memerlukan waktu untuk 
membayarnya menunggu anggaran tahun berikutnya.”
72
 
 Masyarakat pasca pemilihan terlihat baik-baik saja tetapi tidak lama berselang 
kondisinya berubah drastis setelah terjadi demonstrasi, berarti yang terjadi 
sebenarnya adalah pihak oposisi menunggu waktu yang tepat untuk melakukan hal-
hal yang menekan pemerintahan tetapi berjalan sesuai aturan, karena adanya 
momentum keterlambatan proyek yang sebenarnya ada juga sebahagian proyek yang 
sengaja dicekal agar terjadi penundaan, sehingga pihak oposisi pemerintah 
melancarkan gerakan yang berdampak pada ketegangan dalam masyarakat. Hal yang 
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paling menonjol terjadinya ketegangan dalam masyarakat seperti yang diungkapkan 
oleh masyarakat sebagai berikut : 
“Permasalahan dalam masyarakat semakin diperparah khususnya di dusun 
Parassangan dengan pengunduran diri ketua pembangunan dan jajarannya 
karena persoalan perselisihan dalam masyarakat, apa lagi ketua pembangunan 
masjid di dusun Parassangan adalah calon kepala desa pada pemilihan tahun 
2017, ketegangan ini masih terus terjadi karena faktor kekecewaan serta di 
perparah dengan keadaan masyarakat yang suka memperbincangkan kinerja 
ketua pembangunan masjid dusun Parassangan.”
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Pengunduran diri ketua pembangunan Masjid Darul Arafah seperti yang 
diketahui masyarakat kinerja bapak Musdar selama menjabat sebagai ketua 
pembangunan masjid telah memberikan perubahan pembangunan yang cukup besar 
bagi perkembangan Masjid Darul Arafah, Musdar sebagai rifal politik Kepala Desa 
terpilih Tallu Banua Utara tahun 2017 itu, telah mendapat komentar pedis dari elemen 
masyarakat tentu yang mengkritik beliau adalah lawan politiknya juga akhirnya dia 
memutuskan untuk mengundurkan diri, sebuah kerugian bukan hanya kepada 
pembangunan masjid tetapi lebih kepada integritas persatuan yang telah runtuh. 
Ketegangan yang lebih menonjol adalah mengenai keterlambatan 
pembangunan rapat beton jalan tani terlihat pada lahan yang telah dibuka untuk 
dijadikan jalan tani telah selesai beberapa tahun yang lalu tetapi setelah ada 
perencanaan akan dirapat beton justru masyarakat ada  yang melarangnya padahal 
lokasi tersebut telah dihibakan, hanya saja karena mereka membuatkan sebuah 
persoalan agar bisa dijadikan bahan untuk menggugat kepala desa, justru yang terjadi 
adalah adanya sekat-sekat di masyarakat yang menginginkan jalan tani diperbaiki 
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dengan rapat beton tetapi malah dihalangi masyarakat yang punya lahan tersebut 
padahal lahan tersebut telah dibuka sebelumnya untuk jalan tani. 
Ketegangan dalam masyarakat mulai redah semenjak kepala Desa Tallu 
Banua Utara dipenjara karena kasus yang menjeratnya, kepala desa menjalani proses 
masa tahanan 1 tahun penjara karena terbukti menjadi pengguna Narkoba yang 
didapati oleh Kepolisian Resort Majene bersama anggota Polisi Resort Majene, hal 
tersebut menyebabkan Kepala Desa Tallu Banua Utara diberhentikan secara tidak 
hormat dari jabatannya karena kasus yang menjeratnya. 
Pemberhentian Kepala Desa Tallu Banua Utara dari jabatannya secara 
mengejutkan, melalui proses hukum yang berlaku dan menetapkan Kepala 
Kecamatan Sendana sebagai PLT Kepal Desa Tallu Banua Utara sampai terpilih 
Kepala Desa Tallu Banua Utara yang baru melalui prosedur pemilihan Pengganti 
Antar Waktu ( PAW). Adanya pemilihan PAW telah membuka ruang kembali calon 
kepala desa untuk maju kembali bertarung dalam pemilihan kepala desa PAW 
sehingga untuk sementara waktu masyarakat kembali difokuskan untuk pemilihan 
pemimpin mereka yang baru. 
Ketegangan dalam masyarakat ternyata adalah persoalan pemimpin yang 
mereka tidak sukai ada yang pro dan ada yang kontra, sehingga setelah berhentinya 
kepala desa sudah tidak terdengar lagi adanya saling menggunjing antar pendukung 
justru yang terjadi adalah kesibukan masyarakat mencari sosok pemimpin baru yang 
diharapkan dapat mendamaikan keadaan masyarakat sehingga dikemudian hari tidak 




melakukan demonstrasi tentang dampak yang ditimbulkan dari gerakan tersebut 
sebagai berikut : 
“..persoalan demonstrasi telah dilakukan survei terhadap tuntutan dan tidak 
ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran atau bahkan kasus 
korupsi..  ..ketegangan dari kelompok aliansi masyarakat tidak terbendung 
sehingga cara-cara seperti nasihat itu tidak efektif.”
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Keributan yang terjadi hanya bisa terselesaikan jika korelasi pemerintah dan 
masyarakat terjalin dengan baik bukan berarti masing-masing saling terjerumus 
dalam kezaliman akan tetapi hubungan relasi yang dimaksud adalah integrasi 
masyarakat terjadi meskipun sempat terpecah dalam pemilihan kepala desa tetapi 
setelah terpilih pemimpinya seharusnya kembali terintegrasi saling mendukung dalam 
menjalankan pemerintahan dengan demikian kekacauan akan sedikit terjadi. 
Cara terbaik dalam mengontrol pemerintahan adalah dengan menjadi 
pemerintah yang baik, karena masyarakat yang baik akan menciptakan pemimpin 
yang baik meskipun akan menuai perdebatan dalam penentuan kepala desa tetapi 
dalam urusan pemerintahan harus tetap menjaga persatuan dan solidaritas 
masyarakat. 
D.  Penanganan Resistensi dalam  Masyarakat Desa Tallu Banua Utara 
Masyarakat Tallu Banua Utara dalam menangani permasalahan yang terjadi 
yang disebabkan karena Pilkades dan aksi demonstrasi tersebut masyarakat telah 
melakukan berbagai alternatif untuk kembali memberikan dan menimbulkan rasa 
persatuan dan keharmonisan dalam masyarakat, dengan tawaran win-win Solutions, 
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sehingga tidak ada masyarakat yang dianggap, diskriminatif atau keberpihakan, 
dengan melakukan pendekatan keagamaan dan pendekatan politis yaitu dengan 
mengajukan pemekaran.  
Upaya-upaya tersebut perlahan membuka hati masyarakat hingga 
berkurangnya isu-isu ketegangan yang terdengar, meskipun betapa sulitnya 
menyatukan perbedaan yang ada apa lagi masyarakat yang berseteru tersebut adalah 
masyarakat satu dan harmonis awalnya, kurangnya silaturahim menjadi alasan 
kedekatan itu semakin jauh, sehingga para tokoh masyarakat yang sadar akan 
berlangsungnya praktik sosial yang tidak baik tersebut selalu melakukan upaya-upaya 
untuk membentuk kembali kerukunan kekeluargaan dalam satu masyarakat yang 
damai. 
Penanganan yang telah dilakukan masyarakat Tallu Banua Utara adalah 
dengan melakukan pendekatan keagamaan dan mencoba menawarkan pemekaran 
desa, sebab pemerintah kabupaten memberikan himbauan kepada masyarakat untuk 
meningkatkan jumlah desa di Kabupaten Majene, sehingga menanggapi hal tersebut 
masyarakat sepakat untuk memekarkan diri dengan harapan setelah terjadi pemekaran 
maka akan memberikan dampak baik terhadap masyarakat. 
1. Penanganan Analisis Keagamaan 
Ada banyak upaya yang dilakukan untuk meredam ketegangan dalam 
masyarakat yaitu dengan pendekatan keagamaan, berbagai upaya yang telah 
dilakukan dengan metode nasihat, ceramah, khutbah jum‟at, sampai pendekatan 
kekeluargaan tetapi hasilnya nihil, pada dasarnya tidak akan berubah sebuah keadaan 




keadaannya menjadi lebih baik. Seperti yang telah dilakukan tokoh agama sebagai 
berikut: 
“Kita sebagai tokoh masyarakat tentunya mengikuti kepada atasan atau 
pemimpin, sebagai pedoman ummat muslim disalah satu hadis : patuhi 
Tuhan_Mu, Nabimu dan Pemimpinmu”. Cuman kita selalu memberikan 
ceramah, dakwah, dan nasihat kepada masyarakat.” 
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Kondisi masyarakat adalah cerminan dari seorang pemimpin ungkapan 
tersebut dikatakan karena dia beranggapan kepala desa sama sekali tidak peduli 
dengan keadaan masyarakatnya yang bertentangan bahkan tak pernah sekalipun 
kepala desa berdiri di depan umum untuk memberikan nasihat terhadap 
masyarakatnya. Masyarakat tidak akan baik jika pemerintah tidak baik dan 
pemerintah tidak akan baik jika tidak didukung masyarakat, sehingga yang terjadi 
adalah tidak ada koneksi yang baik antara masyarakat dan pemerintah, Meskipun 
demikian bukan berarti tokoh masyarakat melakukan hal yang sama, tetapi selalu 
melakukan pendekatan keagamaan dengan cara menasehati secara kerohanian tetapi 
egoisme masyarakat masih menang. 
Menggunakan pandangan Islam sebagai landasan menegakkan kesejahteraan 
masyarakat adalah pilihan terbaik, karena posisi masyarakat Tallu Banua Utara saat 
ini tidak lagi mementingkan nilai-nilai Islam telah bergeser demi kepentingan dunia 
dan kekuasaan yang diperebutkan dan berlomba-lomba mencintai dunia hingga lupa 
akan persaudaraan yang dianjurkan dalam agama. Agama sangat membenci 
kebencian hal ini telah bergeser dari pemahaman keagamaan masyarakat seolah telah 
diperbudak dunia katanya demi keadilan tetapi justru melalaikan persatuan yang 
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diperjuangkan dalam agama serta menjadi aset terbaik bangsa dengan persatuan, 
Indonesia bukan negara yang besar jika tidak mampu menjaga persatuannya. 
Pada pemerintahan Rasulullah di Madinah dahulu kala mampu menyatukan 
dari berbagai keberagaman yang ada dari suku, klan, sampai perbedaan keyakinan, 
jadi bagaimana mungkin masyarakat Tallu Banua Utara yang merupakan masyarakat 
satu rumpun, satu agama, dan satu suku harus terpecah hanya dengan perbedaan 
pendapat, pilihan serta perebutan kepemimpinan semata. Anjuran menjadikan Islam 
sebagai pedoman hidup bukan hanya kehidupan dunia tetapi menyangkut dunia 
spiritual menuju akhirat bahkan dalam urusan hubungan dengan manusia dalam 
kehidupan sosial, hal ini sesuai dengan QS. Ali Imran / 3 : 103. 
 
                        
                             
                          




Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 
janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika 
kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu 
sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika 
itu) kamu berada di jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. 
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Islam datang kamu bermusuh-musuhan sebenarnya kamu berada di tepi 
neraka dan Islam datang menyelamatkanmu dari neraka.
77
 Melihat kondisi 
masyarakat Tallu Banua Utara membawa kita mengingat tentang masa-masa sebelum 
Islam datang dan dapat di tarik kesimpulan nilai-nilai Islam telah diabaikan dan masa 
jahiliyah bisa dikatakan seperti inilah gambaran di masyarakat Tallu Banua Utara. 
Apa yang terjadi pada masyarakat Tallu Banua Utara telah keluar dari ajaran agama 
Islam, meskipun telah dilakukan pendekatan keagamaan tetapi belum memberikan 
hasil maksimal untuk menyelesaikan persoalan ketika urusan agama telah dijadikan 
landasan atas semua tindakan maka persoalan akan mudah di hadapi.  
Seperti yang telah disebutkan di atas cara yang telah dilakukan masyarakat 
yang sadar adalah seperti ceramah dan khutbah jum‟at, hampir setiap jum‟at khatib 
yang peduli persoalan masyarakat selalu mengingatkan untuk menjaga hubungan 
silaturahmi antar masyarakat, imam masjid dan kepala dusun pun melakukan hal 
yang sama dengan selalu mengingatkan untuk tetap menjaga persatuan, serta 
membiarkan hal yang tidak baik berlalu dengan sendirinya. 
2. Pemekaran Sebagai Alternatif  
 Pemekaran menjadi salah satu alternatif yang ditawarkan untuk mengurangi 
ketegangan dalam masyarakat, meskipun tujuan pemekaran yang dipelopori 
masyarakat Tallu Banua Utara adalah untuk memudahkan pelayanan kepada 
masyarakat serta untuk memenuhi target pembentukan desa di Kabupaten Majene. 
Harapan yang pasti untuk pemekaran selain untuk menciptakan desa baru juga untuk 
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menghilangkan ketegangan dalam masyarakat, seperti yang diungkapkan narasumber 
sebagai berikut: 
“..Menurut saya pemekaran merupakan sebuah cara yang dapat menyelesaikan 
masalah karena ketika terjadi permasalahan di dusun sebelah maka tidak akan 
merembes sampai ke sini karena kita memiliki otoritas wilayah pemerintahan 
desa sendiri, karena persoalan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat 




Pemekaran diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan karena ketika 
otoritas masing-masing bermasalah yang pasti tidak akan merembes ke otoritas 
wilayah yang telah terbagi sejauh persoalan yang timbul adalah urusan pemerintahan 
desa masing-masing. 
 Pegawai pemerintah Desa Tallu Banua Utara mengungkapkan tentang 
keutamaan pemekaran dengan pertimbangan jumlah penduduk yang diurusi oleh 
pemerintah desa lebih jelasnya sebagai berikut: 
 “Pemekaran bukan tawaran kalau pun mereka yang merasa pihak oposisi 
yang menjadi pelopor pemekaran ini adalah pilihan, pemerintah desa sama 
sekali tidak pernah menawarkan itu, yang namanya pemekaran itu baik, saya 
selaku pemerintah desa berterima kasi kepada tim yang memprakarsai 
pemekaran ini kalau bisa terjadi pemekaran, apa lagi perhitungan anggaran 
yang masif dan jangkauan pelayanan lebih gampang, dan tidak sama itu 
mengurusi masyarakat 1000 dengan 500 masyarakat karena lebih sedikit 
masyarakat akan lebih bisa di layani dengan baik.”
79
 
 Dengan alasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakatlah yang 
mengusulkan pemekaran tanpa ada sangkut paut dengan pemerintah desa hanya saja 
pemerintah desa tetap setuju dan bahkan sangat setuju dengan pemekaran karena 
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dengan pemekaran selain bisa dijadikan alternatif pembatasan kategangan yang 
terjadi dalam masyarakat juga untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat 
kemudian mempercepat pembangunan dan memberikan kemudahan pelayanan. 
Tetapi melihat situasi yang terjadi pada masyarakat Tallu Banua Utara yang 
sebenarnya hanya mempersoalkan masalah pemerintahan dan melalaikan urusan 
sosial, sehingga hemat penulis dengan dalih ungkapan berikut : 
“..Kalau berbicara solusi tentang pemekaran sepanjang aktor-aktornya seperti 
itu selalu melakukan protes yang tidak jelas dan tanpa bukti maka masyarakat 
itu akan begitu-begitu saja.”
80
 
Masyarakat tidak akan berubah sepanjang tidak mau merubah sikapnya yang 
demikian yang mengakibatkan resistensi atau ketegangan, tetapi dengan 
pertimbangan bahwa masalah yang timbul karena atas otoritas kepentingan 
pemerintahan desa dengan demikian ketika terjadi pemekaran yang terjadi adalah 
masyarakat yang berselisih masalah pemerintahan desa tentu tidak akan terjadi lagi 
dengan dalih bahwa otoritas telah terbagi yang tidak bisa saling mengganggu dan 
menggugat. Karena yang terjadi adalah sentimen dusun yang mengakibatkan konflik 
di desa dengan pendukung yang pemerintah desa di masing-masing dusun sehingga 
yang terjadi adalah konflik. Dengan dalih tersebut harapan pemekaran sebagai 
alternatif penanganan resistensi sangat terbuka.  
Isu pemekaran yang dipelopori oleh masyarakat langsung dan yang terjadi 
juga semua elemen masyarakat ikut berpartisipasi menjadi satu hingga tidak terlihat 
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lagi perkelompokan dalam masyarakat seperti yang diungkapkan masyarakat Tullu 
Bulang berikut: 
“Jadi seluruh masyarakat sepakat untuk memekarkan diri dari Desa Tallu 
Banua Utara, jadi tidak ada istilah kelompok masyarakat yang kecewa dengan 
kekalahan kemarin tetapi mereka bersatu kembali untuk berjuang 
memekarkan desa baru. Dan nama desa yang telah di sepakati adalah desa 
Tullu Bulang dengan memekarkan 2 dusun menjadi 4 dusun.”
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Pemekaran Desa Tallu Banua Utara akan dibagi menjadi tiga wilayah desa 
dengan otoritas baru sehingga yaitu Dusun Parassangan Dusun Tullu Bulang dan 
Dusun Palla-pallang sebagai desa induk dari pemekaran. Dengan demikian 
perpecahan Desa Tallu Banua Utara menjadi wilayah otoritas desa baru yang 
diharapkan dapat memberikan rasa ketentraman dalam masyarakatnya menuju 
masyarakat yang sejahtera. 
Pemekaran dianggap bisa menyelesaikan resistensi dalam masyarakat, tetapi 
masalahnya kemudian pada pemekaran yang dipahami bahwa Desa Tallu Banua 
Utara adalah desa yang baru mekar tahun 2010, bahkan pada tahu itu Tallu Banua 
Utara sebenarnya tidak layak dimekarkan tetapi karena tuntutan dari Pemkab untuk 
menambah kuota desa jadi pemekaran tetap terjadi, tak jauh berbeda dengan 
persoalan pemekaran ini hanya saja harapan bahwa kepentingan politik yang bisa 
membuat pemekaran ini bisa terjadi seperti yang diungkapkan narasumber sebagai 
berikut: 
“Memang dalam pemekaran desa itu ada petunjuk teknisnya serta undang-
undang yang mengatur tentang pemekaran, misalnya tentang persyaratan 
jumlah penduduk yaitu 2000 jiwa penduduk atau 400 KK. Sehingga sekarang 
ini semua desa yang di usulkan itu tidak ada yang memenuhi syarat, dari 23 
desa yang diusulkan ke kabupaten itu tidak ada yang memenuhi syarat, terkait 
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masalah yang diterima tersebut pemerintah daerah membuatkan perda dalam 
hal ini DPR yaitu perda desa persiapan, yang namanya desa persiapan ya 
disiapkan saja dulu belum final menjadi sebuah desa, jadi sebenarnya ini 
dilakukan oleh pemerintah daerah yang terjadi juga di Sulbar khususnya di 
kabupaten Mamasa yang jumlah penduduknya lebih kurang sama dengan 
kabupaten Majene luas wilayahnya juga lebih kurang dari kabupaten Majene 
tetapi jumlah desa di Mamasa sudah mencapai ratusan makanya inisiatif dari 
DPRD Kabupaten Majene untuk memperbanyak jumlah desa sehingga 
pemekaran ini punya tahap yang terus-menerus karena yang mengesahkan 
pemekaran desa itu adalah DPRD dan Pemerintah kabupaten. Kita berkaca 
masa lalu banyak desa pemekaran tahun 2010 itu tidak memenuhi syarat 
untuk mekar tetapi telah melakukan pemekaran bersamaan dengan Desa Tallu 
Banua Utara. Contohnya yang ada di Leppangan, Lattedong, Puttada dan 
sebagainya. kalau berbicara persyaratan mungkin tidak memenuhi tetapi 
mungkin ada kebijakan yang berlaku atau pembicaraan yang mendalam 
sehingga terjadilah pemekaran. Dan tidak menutup kemungkinan itu terjadi 
lagi pada tahun ini.”
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Optimisme yang ditunjukkan untuk pemekaran ini sangat terbuka lebar, hanya 
saja dengan pertimbangan wilayah yang sempit dan masyarakat yang masih minim 
untuk dijadikan sebuah desa menjadi alasan tidak terlaksananya pemekaran. Adapun 
aturan yang dimaksud yang belum memenuhi kriteria adalah sebagai berikut: 
“Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo 




 `Undang-Undang dalam butiran ayat di atas  jelas tidak memungkinkan untuk 
memekarkan desa apa lagi menjadi 3 desa pemekaran, jumlah penduduknya Tallu 
Banua utara sebesar 2233 jiwa dan jumlah KK sebesar 493, jumlah tersebut hanya 
memungkinkan untuk satu desa saja,  sangat tidak memungkinkan untuk dimekarkan 
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dengan patokan pasal di atas, kecuali pemerintah kabupaten membuatkan aturan baru 
yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan desa baru. 
Pertimbangan-pertimbangan tersebut yang memungkinkan pemekaran sebagai 
bentuk alternatif penyelesaian persoalan dalam masyarakat memberikan peluang 50% 
kemungkinan terealisasi tetapi meski demikian dalam pengurusan desa persiapan 
pemekaran kini masyarakat saling bersatu dan bersinergi dalam mengusahakan 
pembentukan desa baru. 
Meskipun pemekaran baru dalam pengurusan tetapi alternatif ini telah 
memberikan setidaknya sedikit menurunnya tensi suhu pertikaian dalam masyarakat 
meskipun dalam pengurusan desa pemekaran masih diwarnai pro kontra juga, tetapi 
meski demikian masyarakat masih tetap semangat untuk memekarkan desa Tallu 
Banua Utara, karena masyarakat sedang terfokus pada pemekaran desa dan 
kemungkinan ketika Desa Tallu Banua Utara telah dimekarkan tidak menutup 
kemungkinan akan terjadi perselisihan dalam pemilihan kepala desa baru tersebut. 
Selama tidak ada kesadaran dan sikap lapang dada dalam menerima setiap 
hasil yang telah terjadi selama itu terlaksana dengan adil, maka akan sulit melihat 
kedamaian dalam masyarakat, juga pemerintah yang seharusnya menjadi penengah 
dalam perkara dalam masyarakat, malah menjadi bagian dari perkara tersebut, justru 
akan sulit mempersatukan masyarakat. Karena justru kekuasaan di desa itulah yang 










A. Kesimpulan  
1. Dampak resistensi dalam masyarakat terhadap kehidupan demokrasi lokal di 
Desa Tallu Banua Utara adalah, terjadinya propaganda dalam masyarakat sehingga 
masyarakat saling melakukan aksi demonstrasi satu pihak menuntut pemerintah desa 
mengenai keterlambatan program desa dan transparansi penggunaan anggaran dana 
desa, sedangkan di lain pihak melakukan demonstrasi untuk mengklarifikasi yang 
telah di lakukan demonstrasi yang pertama. 
Perpecahan dalam masyarakat membentuk polarisasi, masyarakat 
terkelompokkan yang pro pemerintah desa dan kontra pemerintah desa, petak 
kelompok masyarakat tersebut semakin menguatkan resistensi dalam masyarakat 
Desa Tallu Banua Utara. 
2. Penanganan yang diberikan dalam menangani resistensi dalam masyarakat 
Penanganan resistensi dalam masyarakat berupa pendekatan keagamaan dan 
menawarkan pemekaran sebagai alternatif penyelesaian masalah sekaligus sebagai 
percepatan pembangunan masyarakat. Pendekatan keagamaan tokoh agama selalu 
mengangkat tema ceramah dan khotbah jum‟at tentang persatuan ummat serta selalu 
mengingatkan secara kekeluargaan kepada masyarakat yang berseteru. 
Penanganan dalam hal politik adalah masyarakat memanfaatkan himbauan 
Pemerintah Kabupaten Majene tentang target peningkatan jumlah desa di Kabupaten 





Majene saat ini berjumlah 82. Tallu Banua Utara akan di mekarkan menjadi 3 desa 
dengan harapan percepatan pembangunan kesejahteraan serta sebagai alternatif 
penanganan dalam ketegangan yang terjadi sebagai imbas dari pemilihan Kepala 
Desa Tallu Banua Utara tahun 2017. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Implikasi Teoritis 
Secara tataran teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi 
ilmiah terhadap perkembangan demokrasi bagi negara Indonesia dan kemajuan 
disiplin ilmu politik khususnya studi demokrasi. Apalagi pada politik pedesaan untuk 
kemajuan demokrasi, dan terutama kontestasi pemilihan kepala desa semenjak 
diberikannya otonomi terhadap desa maka kontestasi politik di desa semakin 
diperebutkan. 
Penelitian ini secara eksplisit memaparkan dampak demokrasi substantif 
yakni bentuk kontrol terhadap pemerintahan sebagai cerminan demokrasi yang justru 
berdampak buruk bagi kerukunan bermasyarakat, sehingga penelitian ini menjadi 
bahan acuan disiplin ilmu demokrasi beserta dampak yang ditimbulkan. 
2. Implikasi Praktis 
Penelitian ini bisa dijadikan bahan perbandingan dan evaluasi terhadap 
pemerintahan desa dari dampak sosial yang terjadi akibat demokrasi yang menuntut 
peranan masyarakat dalam mengawal pemerintahan, terutama bagi aktor politik 
supaya lebih mengutamakan esensi demokrasi untuk kesejahteraan, bukan dengan 
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Lampiran 2 : Daftar Informan 
NO Nama Provesi Tempat 
1. Mulyadi, S.Pd.I Kasi Pemerintahan Kantor Desa Tallu 
Banua Utara 
2. Napirman Tokoh masyarakat Kantor Desa Tallu 
Banua Utara 
3. Mustapa Sekertaris Desa 
Tallu Banua Utara 
Kantor Desa Tallu 
Banua Utara 
4. Hammading Tokoh agama / 
tenaga pendidik 
Parassangan 
5. Muh Awaluddin Tokoh Masyarakat Parassangan 
6. Kamaluddin Mantan Kepala 
Desa Tallu Banua 
Uttara 
Majene 
7. Runding S.Pd, SD Tokoh Masyarakat Parassangan 
8. Muh Zalim M, Ag Tokoh Masyarakat Tullu Bulang 
9. Masdar Tokoh Masyarakat Palla-pallang 
10. Abdullah Ketua BPD Parassangan 






Lampiran 3 : Daftar pertanyaan 
1. Bisakah bapak menceritakan kembali bagaimana pertarungan politik pada 
pemilihan kelpala desa  Tallu Banua Utarapada tahun 2017 yang lalu.? 
2. Bisakah bapak menceritakan kembali peristiwa demonstrasi yang melibatkan 
elemen masyarakat, apakah itu bagian dari dampak pemilihan kepala desa.? 
3. Bagaimana peristiwa demonstrasi yang terjadi sehingga pemerintah desa juga 
melakukan aksi demonstrasi balasan.?  
4. Bagaiman penilaian bapak dengankinerja pemerintahan desa.? 
5. Bagaimana pendapat bapak tentang demonstrasi yang terjadi, apakah ini baik 
atau tidak ? 
6. Bagaimana perubahan suhu sosial politik masyarakat setelah pemilihan Kepala 
Desa tahun 2017.? 
7. Bisa kita ceritakan kembali permasalahan yang terjadi di masyarakat Desa Tallu 
Banua Utara yang mengakibatkan terjadinya saling melakukan aksi demonstrasi 
yang berujung resistensi dalam masyarakat .?  
8. Apa yang menyebabkan kegaduhan dalam masyarakat apakah ini murni karena 
kekecewaan pada pemilihan ataukah karena pemerintah tidak mampu 
meyakinkan masyarakat untuk menjalankan pemerintahan sebaik mungkin.? 
9. Bagaimana peran pemerintah desa dalam menangani kegaduhan  sosial politik 
yang menyebabkan keharmonisan hilang dalam masyarakat.? 
10. Bagaimana peran Pemuda dalam melihat fenomena di masyarakat Desa Tallu 
Banua Utara ini.?  
11. Bagaimana peran tokoh agama dalam menangani ketegangan dan perselisihan 





12. Resistensi dalam masyarakat sudah sangat lama terjadi sejak tahun 2017 sampai 
sekarang, apa  faktor yang menyebabkan sehingga permasalahan ini masih ada 
sampai sekarang.? 
13. Pembahasan pemekaran Desa Tallu Banua Utara apakah ini merupakan alternatif 
yang ditawarkan untuk melerai perpecahan dalam masyarakat.? 
14. Bagaimana proses pemekaran yang telah terjadi, Siapa saja yang memprakarsai 
pemekaran Desa Tallu Banua Utara.? 



















lampiran 4 : foto yang mendukung penelitian 
1. Hasil Pilkades Desa Tallu Banua Utara tahun 2017. 
 






Lampiran 4: dokumentasi wawancara 
1. Wawancara bersama Bapak Mustafa ( Sekertaris Desa Tallu Banua Utara) 






3. Wawancara bersama Bapak Muh Zalim, M.Ag 
 







5. Wawancara bersama Bapak Masdar( kepala Dusun Palla-pallang) 
6. Wawancara bersama Bapak Mulyad, S.Pd.I  (Panitia Pemilihan Kepala Desa 





7. Wawancara berasam Bapak Abdullah( ketua BPD dan tokoh pemuka 
masyarakat)  







9. Wawancara bersama Napirman (Tokoh Pemuda) 
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